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PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 5  TAHUN 2011

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PFINRANG,

. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 35 ayat (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Momor 18 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Pemerintah Kabupaten Pinrang, bahwa penjabaran lebih lanjut
tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing Lembaga Teknis
Daerah diatur dalam suatu Peraturan Bupati;

. bahwa penjabaran tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis
Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 10
Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Pinrang Nomeor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang, perlu
ditinjau kembali sehubungan dengan adanya perubahan-
perubahan terhadap tugas pokok dan fungsi pada Lembaga Teknis
Daerah; .

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan b di atas perlu diatur dalam Peraturan Bupati.

. Undang-Undang Momor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat It di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran WNegara Nomor 3041),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Megara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Megara Republik Indenesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4383):
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang WNomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daersh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Megara Republik indonesia Tehun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Momor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomaor 4741); '

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Pinrang; :

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Momor 18 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Pemerintah Kabupaten Pinrang.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Daerah adalah panyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan DPRD menurut azas otonomd dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

15945,
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20.
. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada
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Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagal unsur penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Pinrang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Organisasi Pemerintahan adalah Organisasi Pemerintah dalam Lingkup Pemerintah
Kabupaten Pinrang yang merupakan perangkat daerah Kabupaten Pinrang,

Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten
Pinrang yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati.

Badan adalah Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang yang merupakan unsur
pendukung tugas Bupati.

inspektorat adalah Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang
mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan
di daerah.

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Pinrang dengan status kelas C.

Kantor adalah Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang yang merupakan lembaga
teknis sebagal unsur pendukung tugas Bupati.

. Kepala Badan adalsh Kepala Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang.
13.
14,
. Kepata Kantor adalah Kepala Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang.
16.

Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Pinrang.
Direktur adalah Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pinrang.

Sekretarfat adalah Sekretariat pada Badan dan Inspektorat Lingkup Pemerintah
Kabupaten Pinrang.

Bidang adalah Bidang pada Badan dan RSUD Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang.
Bagian Tata Usaha adalah Bagian Tata Usaha pada RSUD Type C Kabupaten Pinrang.

Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan, Inspektorat, RSUD dan Kantor Lingkup
Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Sub Bidang adaleh Sub Bidang pada Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang.

. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan,

Inspektorat, RSUD dan Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang.

BAB I
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati.

{2} Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,

berbentuk Badan, Inspektorat, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah dan Satuan Polisi
Pamong Praja terdiri dari :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal,
Badan Kepegawalan Daerah;

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
Badan Uingkungan Hidup;

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

Kantor Ketahanan Pangan;

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;

Satuan Polisi Pamong Praja;

Kantor Kesatuan Bangsa, Politlk dan Perlindungan Masyarakat;
Inspektorat Kabupaten Pinrang; dan
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. RSU Lasinrang Pinrang.

{(3) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan berkedudukan sebagal unsur
pendukung tugas Bupatl yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

(4) Inspektorat dipimpin oleh seorang inspektur dan berkedudukan sebagai unsur
pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan
dari Sekretaris Daerah.

{5) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang merupakan unsur
pendukung tugas Bupati yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

(6) Kantor dipimpin cleh seorang Kepala Kantor yang merupakan unsur pendukung tugas
Bupati yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

{7) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan [Kasat) yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB Il
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENANAMAN MODAL

Baglan Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal mempunyal tugas.
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan
pembangunan daerah dan penanaman modal.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal:

b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan penanaman modal;

c. Pembinzan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah,
penanaman modal dan penganggaran;

d. Pelaksanaan tugas pembinaan penanaman modal daerah, pengembangan ekonomi dan
sumber daya alam;

e. Pelaksanaan survei potensi daerah dan kerjasama antar lembaga teknis terkait pada
tingkat pusat dan provinsi;

f. Pelaksanaan kemitraan investasi penanaman modal dengan dunia usaha sesuai potensi

ekonomi dan sumber daya alam;

Pelaksanaan penelitian, kajian kebijakan dan pengembangan potensi daerah;

Pengelolaan dan penginformasian data statistik; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan ocleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

= =@

Bagian Kedua
Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal
terdiri darf :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat;
1. Sub Bagian Perencanaan;



2. Sub Bagian Keuangan;
3. 5Sub Bagian Umum,
c. Bidang Penanaman Modal:
1. Sub Bidang Promosl dan Kerjasama Investasi;
2. Sub Bidang Iklim Usaha dan Realisasi Investasi,
d. Bidang Fisik dan Prasarana:
1. Sub Bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
2. Sub Bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Pertanahan.
e. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam:
1. Sub Bidang Ekonomi;
2. Sub Bidang Sumber Daya Alam.
f. Bidang Sosial Budaya:
1. Sub Bidang Pemerintahan, Hukum, Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan
Olahraga;
2. Sub Bidang Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Pariwisata.
g. Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Statistik:
1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. Sub Bidang Statistik dan Informasi.
(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman
Modal sebagaimana tercantum pada Lampiran | dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas

Paragraf 1
Kepala Badan
Pasal 6
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal mempunyai tugas

memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan sesuai dengan tugas
sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan 4 Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7
(1) Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dipimpin
oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat,
pendistibusian, perlengkapan kantor, perencanaan, keuangan, urusan umum dan
kepegawaian.
{2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), sekretariat
mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program;
b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
¢ Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan
pemeliharaan kantor serta kendaraan; dan
d. Pengumpulan hasil penyusunan rencana, program dan pelaporan monitoring serta
pembinaan organisasi dan tata laksana organisasi;



Paragraf 2.1

Sub Bagian Perencanaan

Pasal 8
(1) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai
tugas melaksanakan penylapan bahan rencana kebutuhan dan penyusunan program
pengembangan pembangunan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Perencanaan mempunyal fungsi :
a. Penyusunan rencana kebutuhan kantor dan perumusan program;
b. Penganalisaan perkembangan pelaksanaan program/pembangunan untuk dijadikan
bahan evaluasi;
¢. Penyiapan pedoman kerja pengendalian dan pengawasan perencanaan dan program
kegiatan;
d. Pelaksanaan administrasi perencanaan;
Monitoring pelaksanaan program/pembangunan;
f. Penyusunan rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan gedung
kantor: dan
g- Pelaksanaan tugas lain dari Sekretaris sesual kebutuhan,

Paragraf 2.2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 9

(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas
melaksanakan penylapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja
badan, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi  serta mengurus
perbendaharaan.

{2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan
mempunyai fungsi :

Penyusunan rencana anggaran;

Pengelolaan administrasi keuangan;

Pembuatan laporan penggunaan keuangan:

Pengevaluasian anggaran dan penggunaan keuangan;

Pemberian usulan untuk perbaikan anggaran dan pengelolaan keuangan;

Pembantuan keglatan Sekretaris dalam administrasi keuangan; dan

Pelaksanaan tugas lain dari Sekretaris sesuai kebutuhan.

Paragraf 2.3
Sub Baglan Umum

Pasal 10
(1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Baglan yang mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan, administrasi, surat menyurat, peralatan, rumah tangga dan
perlengkapan kantor serta urusan kepegawaian, monitoring dan evaluasi.
(2} Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Umum mempunyal fungsi :
a. Penyusunan rencana analisa kebutuhan kantor;
b. Pengelolaan administrasi surat menyurat;
Pengevaluasian kebutuhan penggunaan alat dan sarana perkantoran serta
ketatalaksanaan organisasi;
Pemberian usulan perbaikan dan pengelolaan barang inventaris;
Penyiapan pedoman kerja pegawai;
Penyusunan rencana penetapan, mutasi dan diklat pegawai;
Pelaksanaan administrasi dan pengembangan pegawai:
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h. Pemberian usul pembinaan dan pengembangan pegawai; dan
i. Pelaksanaan tugas lain dari Sekretaris sesuai kebutuhan,

Paragraf 3
Bidang Penanaman Modal

Pasal 11
(1) Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyal tugas
menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, penyusunan program dan
anggaran, memantau dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan penanaman modal daerah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanaman

Modal mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian Penanaman modal pemerintah dan dunia usaha, pengawasan dan
evaluasi kerla, pemantauan, pembinaan, penyusunan promosi dan kerjasama
investasi, fasilitasl, strategi antara usaha kecil, menengah dan besar, pengembangan
potensi unggulan daerah;

b. Pelaksanaan koordinasi antara lembaga dalam pengendallan pelaksanaan investasi
PMDN/PMA, percepataan pembangunan kawasaan produksi daersh tertinggal,
kegiatan pengembangan SDM Aparatur, pelayanan investasi, penyelenggaraan
pemasaran investasi;

¢ Melakukan Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas
infrastruktur; dan

d. Melakukan Penyusunan cetak biru { Masterplan) pengembangan Penanaman modal.

Paragraf 3.1
Sub Bidang Promosl dan KerJasama Investasi

Pasal 12
(1) Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
yang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program di bidang

promosi dan kerjasama investasi. .

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Promosi
dan Kerjasama Investasi mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan promosi dan kerjasama investasi, fasilitasi, strategi antara
usaha kecil, menengah dan besar, dan pengembangan potensi unggulan daerah;

b. Pelaksanaan koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi
PMDN/PMA, percepatan pembangunan kawasaan produksi daerah tertinggal,
kegiatan pengembangan SDM Aparatur, pelayanan investasi, penyelenggaraan
pemasaran investasi;

c. Penyelenggaraan Pameran Investasi; dan

d. Pelaksanan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3.2
Sub Bidang Iklim Usaha dan Realisasi investasi

Pasal 13

{1) Sub Bidang Iklim Usaha dan Realisasi Investasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
yang mempunyai tugas menylapkan bahan penyusunan kebijakan investasi
pembangunan, fasilitasi infrastruktur dan penyederhanaan prosedur pelayanan
penanaman modal.

(2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Ikiim
Usaha dan Realisasi Investasi mempunyai fungsi :
a. Menfasilitasi dan mengkoordinasi kerjasama di bidang investasi:
b. Melakukan pengembangan sistem informasi penanaman modal daerah;
¢. Mengatur kebijakan intensif investasi di wilayah tertinggal;



d. Penyederhanaan prosedur dan peningkatan penanaman modal;
e. Melakukan analisis kebijakan penanaman modal; dan
f. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan,

Paragraf 4
Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 14
(1) Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyal tugas
menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, penyusunan program dan
anggaran, memantau dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan Cipta Karya, Tata Ruang,
Pekerjaan Umum, Perhubungan, dan Pertanahan,
{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Fisik dan
Prasarana mempunyal fungsi :
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana bidang pekerjaan umum, pembangunan,
pariwisata, pertanahan, kebersihan dan tata ruang; dan
b. Penyusunan program dan anggaran dibidang pekerjaan umum, pertamanan, tata
ruang dan pembangunan, perhubungan dan pariwisata.

Paragraf 4.1
Sub Bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Pasal 15
(1) Sub Bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seprang Kepala
Sub Bidang yang mempunyai tugas mempersiapkan bahan, menyusun rencana dan
program pada Sub Bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Cipta
Karya, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
a. Persiapan bahan penyusunan rencana di bidang Bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan
Lingkungan Hidup;
b. Penyusunan program dan anggaran di bidang Bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan
Lingkungan Hidup; dan
c. Pemantauan dan pengevaluasian kegiatan-kegiatan Sub Bidang Cipta Karya, Tata
Ruang dan Lingkungan Hidup.

Paragraf 4.2
Sub Bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Pertanzhan

Pazal 16
(1) Sub Bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Pertanahan dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun rencana
dan program pada Sub Bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Pertanahan.
{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pekerjaan
Umum, Perhubungan dan Pertanahan mempunyai fungsi :
a. Persiapan bahan penyusunan rencana Sub Bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan
dan Pertanahan;
b. Penyusunan program dan anggaran Sub Bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan dan
Pertanahan:
c. Pemantauan dan pengevaluasian kegiatan-kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum,
Perhubungan dan Pertanahan; dan
d. Pemantauan kegiatan perencanaan pembangunan fisik dan prasarana.



Paragraf 5
Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Pasal 17

(1) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyal tugas menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, menyusun
program dan penganggaran, memantau dan mengevaluasl kegiatan-kegiatan
pengembangan ekonomi dan sumber daya alam.

{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi dan
Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

Penyiapan bahan penyusunan rencana bidang ekonomi dan sumber daya alam,
perdagangan dan perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah, perusahaan
daerah, pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, kehutanan, perkebunan,
ketahanan pangan, penyuluhan dan energi sumber daya mineral;

Menyusun program dan anggaran bidang ekonomi dan sumber daya alam,
perdagangan dan perindustrian, koperasi dan usaha kedl menengah, perusahaan
daersh, pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, kehutanan, perkebunan,
ketahanan pangan, penyuluhan dan energi sumber daya mineral;

Melaksanakan koordinasl pengembangan ekonomi dan sumber daya alam;
Pelaksanaan kerjasama operasional Lembaga Non Departemen, Kementerian di
bidang ekonomi dan sumber daya alam;

Penganalisaan dan pemantauan perkembangan program bidang ekonomi dan
sumber daya alam;

Pembinaan dan kerjasama perusahaan daerah bidang ekonomi;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 5.1
Sub Bidang Ekonomi

Pasal 18

(1) Sub Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyal tugas
mempersiapkan bahan dan menyusun rencana serta program di bidang ekonomi.

{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Ekonomi
mempunyai fungsi :

b.
c.

Penylapan bahan penyusunan rencana di bidang perdagangan, perindustrian,
koperasi dan usaha kecil menengah dan perusahaan daerah;

Menyusun program anggaran di bidang ekonomi;

Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian kegiatan di bidang perdagangan,
perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah dan perusahaan daerah;
Memfasilitasi kerjasama pengembangan sektor riil dan pembangunan; dan
Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan,

Paragraf 5.2
Sub Bidang Sumber Daya Alam

Pasal 19

(1) Sub Bidang Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan menyusun rencana serta program di
bidang Sumber Daya Alam meliputi bidang pertanian, peternakan, perikanan, kelautan,
perkebunan, ketahanan pangan, penyuluhan dan energi sumber daya mineral;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat [1), Sub Bidang Sumber
Daya Alam mempunyal fungsi :

a.
b.

Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran di bidang sumber daya alam;
Penyusunan program dan anggaran di bidang sumber daya alam;



€. Pemantauan dan pengevaluasian keglatan-kegiatan di bidang pertanian, peternakan,
perikanan, kelautan, perkebunan, ketahanan pangan, penyuluhan dan energi
sumber daya mineral;

d. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi kegiatan sumber daya alam dengan sektor
lainnya; dan

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf &
Bidang Sosial Budaya

Pasal 20
(1) Bidang Sosial Budaya dipimpin cleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas
menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, penyusunan program dan
anggaran, memantau dan mengevaluasi kegiatan-keglatan di bidang sosial budaya.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sosial Budaya
mempunyal fungsi :

a. Pengumpulan bahan untuk menyusun rencana dan program sosial budaya dalam
bidang pemerintahan, hukum, kesehatan, sosial, tanaga kerja, lingkungan hidup dan
kependudukan, keluarga berencana, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga
serta pariwisata;

b. Pengkoordinasian dan pemaduan rencana pembangunan bidang pemerintahan,
hukum, kesehatan, sosial, tenaga kerja, lingkungan hidup dan kependudukan,
keluarga berencana, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta
pariwisata;

. Pengkoordinasian dan penyusunan program anggaran bidang pemerintahan, hukum,
kesehatan, sosial, tenaga kerja, lingkungan hidup dan kependudukan, keluarga
berencana, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta pariwisata; dan

d. Penginventarisasian masalah-masalah sosial budaya dan merumuskan langkah-
langkah kebijakan dalam rangka pemecahannya.

Paragraf 6.1
Sub Bidang Pemerintahan, Hukum, Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga

: Pasal 21

(1) Sub Bidang Pemerintahan, Hukum, Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga dan
Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas
menyiapkan bahan, menyusun rencana dan program pada bidang Pemerintahan,
Hukum, Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

{2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang
Pemerintahan, Hukum, Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mempunyai
fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana bidang pendidikan dasar, pendidikan
menengah, pendidikan luar sekolah, kebudayaan;

b. Penyusunan program dan anggaran bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah,
pendidikan luar sekolah, kebudayaan;

€. Pemantauan dan pengevaluasian keglatan-kegiatan di bidang pendidikan dasar,
pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah, kebudayaan, pemerintahan, hukum,



: Paragraf 6.2
Sub Bldang Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Pariwisata

Pasal 22

(1} Sub Bidang Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
yang mempunyal tugas menyiapkan bahan, menyusun rencana dan program pada
bidang Kesehatan, SosialTenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Pariwisata.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kesehatan,
Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan dan Pariwisata mempunyai fungsi -

2. Penylapan bahan penyusunan rencana di bidang Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja,
Transmigrasi, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
dan Pariwisata;

b. Penyusunan program dan anggaran di bidang Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja,
Transmigrasi, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
dan Pariwisata;

c. Pemantauan dan pengevaluasian kegiatan di bidang Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja,
Transmigrasi, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
dan Pariwisata.

Paragraf 7
Bldang Penelitian, Pengembangan dan Statistik

Pasal 23
(1) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan dan menginformasikan
penelitian dan pengembangan dalam bidang sosial budaya, penanaman modal dan
ekonomi, sumber daya alam serta melaksanakan kegiatan data statistik daerah sebagal |
pendukung kegiatan penelitian dan pengembangan serta perencanaan pembangunan.
(2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian,

Pengembangan dan Statistik mempunyai fungsi :

a. Perencanaan penelitian dan pengembangan dalam bidang fisik prasarana,
penanaman modal dan ekonomi, sumber daya alam, fisik dan prasarana sosial
budaya;

b. Penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan dengan sistem Informasi On
Line;

c. Pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan serta penerapan hasil
penelitian dan pengembangan dalam bidang sosial budaya, penanaman modal dan
ekonomi, usaha daerah, kelembagaan, fislk dan prasarana serta data melalui sistem
informasi profil daerah, sistem perencanaan pembangunan nasional dan sistem
perencanaan nasional;

Pelaksanaan keglatan kerjasama statistik daerah;
Pembuatan laporan penelitian sumber daya alam;
Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah;
Penyusunan dan pengumpulan data PDRB;
Pelaksanaan kajian Kebljakan Penanaman Modal.

Tmoea
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Paragraf 7.1
Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 24

(1} Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
yang mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun rencana dan program pada
bidang penelitian dan pengembangan.

{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penelitian
dan Pengembangan mempunyal fungsi :

Perencanaan penelitian dan pengembangan dalam bidang pendidikan, kebudayaan,
kesehatan, sosial, lingkungan hidup, kependudukan, tenaga kerja, transmigrasi,
kebersihan, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, pemerintahan,
pekerjaan umum, tata ruang, cipta karya, Hukum, Satuan Polisi Pamong Praja,
pertanahan, perhubungan, pariwisata, pemuda dan olahraga, perindustrian,
perdagangan, koperasi dan UKM, pertanian, peternakan, perikanan, kelautan,
kehutanan/perkebunan, ketahanan pangan dan penyuluhan, pendapatan daerah
serta penanaman modal;

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam bidang pendidikan, kebudayaan,
kesehatan, sosial, lingkungan hidup, kependudukan, tenaga kerja, transmigrasi,
kebersihan, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, pemerintahan,
hukum, pekerjaan umum, tata kota, bangunan dan satuan polisi pamong praja,
pengawasan pembangunan, cipta karya, pertamanan, perhubungan, pariwisata,
pemuda dan olshraga, pertanahan, perindustrian, perdagangan dan koperasi dan
UKM, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan/ perkebunan,
ketahanan pangan dan penyuluhan, pendapatan daerah, serta penanaman modal,
Penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan dalam bidang pendidikan,
kebudayaan, kesehatan, sosial, lingkungan hidup, kependudukan, tenaga kerja,
transmigrasi, satuan polisl pamong praja, kebersihan, kebakaran, keluarga
Berencana dan pemberdayaan perempuan, pemerintahan, hukum, pengembangan
dalam bidang pekerjaan umum, tata ruang, cipta karya, pengawasan pembangunan,
pertamanan, perhubungan, pariwisata, pemuda dan olahraga, pertanahan,
perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, pertanian, perikanan, peternakan,
kelautan, kehutanan/perkebunan, ketahanan pangan dan penyuluhan, pendapatan
daerah serta penanaman modal;

Pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan dalam bidang pendidikan,
kebudayaan, kesehatan, sosial, lingkungaan hidup, kependudukan, tenaga kerja,
transmigrasi, satuan polisi pamong praja, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan, kebersthan, kebakaran, pemerintahan, hukum, pekerjaan umum, tata
ruang, pertamanan, perhubungan, pariwisata, pemuda dan olahraga, perindustrian,
perdagangan dan koperasi dan UKM, pertanian, perikanan, peternakan, kelautan,
kehutanan/perkebunan, ketahanan pangan dan penyuluhan, pendapatan daerah
serta penanaman modal;

Memantau hasil penerapan penelitian dan pengembangan dalam bidang
pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, lingkungaan hidup, kependudukan,
tenaga kerfa, transmigrasi, satuan polisi pamong prafa, kebersihan, kebakaran, KB
dan pemberdayaan perempuan, pemerintahan, hukum, pekerjaan umum, tata
ruang, bangunan dan pengawasan, pertamanan, perhubungan, pariwisata, pemuda
dan olahraga, pertanahan, perindustrian, perdagangan dan koperasi dan UKM,
pertanian, perikanan, peternakan, kelautan, kehutanan/perkebunan, ketahanan
pangan dan penyuluhan, pendapatan daerah serta penanaman modal;

Membuat laporan penelitian dan pengembangan dalam bidang pendidikan,
kebudayaan, kesehatan, sosial, lingkungaan hidup, kependudukan, tenaga kerja,
transmigrasi, satuan polisi pamong praja, kebersihan, kebakaran, KB dan
pemberdayaan perempuan, pemerintahan, hukum, pekerjaan umum, tata ruang,
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bangunan dan pengawasan, pertamanan, perhubungan, parlwisata, pemuda dan
olahraga, pertanahan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, pertanian,
perikanan, peternakan, kelautan, kehutanan/perkebunan, ketahanan pangan dan
penyuluhan, pendapatan daerah serta penanaman modal.

Paragraf 7.2
Sub Bldang Statistik dan Informasi

Pasal 25

(1) Sub Bidang Statistik dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun rencana dan program pada bidang
statistik dan informasi.

{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Statistik
dan Informasi mempunyal fungsi :

Perencanaan penataan dalam bidang organisasi teknis dan penanaman modal;
Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi dalam bidang penanaman modal, fisik
dan prasarana, soslal budaya, ekonomi dan sumber daya alam;

Penyebarluasan data dan informasi dalam bidang pengelolaan data melalui sistern
informasi profil daerah, sistem informasi pembangunan nasional dan sistem
informasi nasional serta statistik daerah;

Pelaksanaan kerjasama penyusunan data dengan Badan Pusat Statistik, Lembaga
Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Non Departemen;
Pengumpulan, pengelolaan data evaluasi pelaporan statistik yang meliputi statistik
kependudukan, produksi, perkotaan dan statistik kelautan serta neraca wilayah;
Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama statistik dengan instansi pemerintah dan
lembaga terkait lainnya;

Penghimpunan, mengelola dan mengembangkan rujukan statistik serta rekomendasi
penyelenggaraan statistik kepada instansi terkait;

Pelaksanaan pelayanan data dan informasi serta hasil statistik kepada pemerintah
dan masyarakat secara berkala dan sewaktu-waktu, baik dari hasil penyelenggaraan
sendirl maupun hasil komplikasi produk administrasi ataupun cara lainnya; dan
Penyebarluasaan data statistik melalui berbagai cara, langsung maupun tidak
langsung serta melaksanakan upaya peningkatan sadar statistik bagl masyarakat.

Paragraf 8
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

{1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Badan
secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

(2] Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan
tugasnya bertanggungiawab kepada Kepala Badan.

{3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan
fungsional dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang teknisnya.

(4) Dalam jenjang fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;

(S) kelompok jabatan fungsioanal diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
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BAB IV
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 27

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas merencanakan kebijaksanaan, merumuskan,
menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pembinaan serta pelayanan administrasi di
- bidang kepegawaian.

Pasal 28

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Peraturan Bupati ini,
Badan Kepegawaian Daerah mempunyal fungsi :

a
b.

a o

TFm e

s

Perencanaan dan penyusunan formasi pegawai:

Penyelenggaraan seleksi dan pengadaan Calon Pegawai Negerl Sipil serta pengadaan
Pegawal Negeri Sipil;

Penyelenggaraan segala sesuatu yang menyangkut mutasi pegawai;

Penyusunan program pengembangan, pendidikan dan pelatihan pegawai;

Penylapan pedoman dan petunjuk teknis administrasi di bidang kepegawaian;
Penyelenggaraan pembinaan disiplin pegawai;

Penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan kesejahteraan pegawai dan keluarganya;
Penyelenggaraan tata usaha dan administrasi serta pengelolaan data pegawai;
Penganalisaan dan Pengevaluasian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang
kepegawaian;

Perencanaan dan Penyelesaian administrasi pensiun.

Bagian Kedua
Susunan dan Struktur Organisas]
Pasal 29
{1) Susunan dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Caerah terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat:

1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum;
¢. Bidang Pengadaan Data dan Pegawai;
1. Sub Bidang Pengadaan Pegawai;
2. Sub Bidang Data Pegawai;
d. Bidang Mutasi Kepegawaian:
1. Sub Bidang Mutasi Kepangkatan;
2. Sub Bidang Perpindahan Pegawai dan Pensiun;
e. Bidang Pengembangan Karir, Pendidikan dan Pelatihan Pegawal;
1. Sub Bidang Pengembangan Karir dan Mutasi Jabatan;
2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai;
f. Bidang Peraturan Perundang-undangan dan Kesejahteraan Pegawai;
1. Sub Bidang Peraturan dan Disiplin Pegawai:
2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai;
g- Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawalan Daerah sebagalmana tercantum pada

Lampiran Il dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati inl.
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Baglan Ketiga
Uralan Tugas

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 30
Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan seluruh kegiatan sesual dengan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26
dan 27 Peraturan Bupati ini.
Paragraf 2
Sekretariat
Pasal 31
(1) Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
mempunyal tugas melaksanakan urusan surat menyurat, pendistibusian, perlengkapan
kantor, perencanaan, keuangan, urusan umum dan kepegawaian.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), sekretariat
mempunyal fungsi :
a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program;
b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
c. Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan
pemeliharaan kantor serta kendaraan; dan
d. Pengumpulan hasil penyusunan rencana, program dan pelaporan monitoring serta
pembinaan organisasi dan tata laksana organisasi.

Paragraf 2.1
Sub Baglan Perencanaan

Pasal 32
(1) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana kebutuhan dan penyusunan program
pengembangan pembangunan.
{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Baglan
Perencanaan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kebutuhan kantor dan perumusan program;
b. Penganalisaan perkembangan pelaksanaan program / pembangunan untuk dijadikan
bahan evaluasi;
c. Penyiapan pedoman kerja pengendalian dan pengawasan perenicanaan dan program
keglatan;
d. Pelaksanaan administrasi perencanaan;
. Pelaksanaan monitoring program/pembangunan;
Penyusunan rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan gedung
kantor; dan
g. Pelaksanaan tugas lain dari Sekretaris sesuai kebutuhan,

Paragraf 2.2
5ub Bagian Keuangan

Pasal 33
(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyal tugas
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja
badan, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta mengurus
perbendaharaan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan
mempunyai fungs :

Faall



L L

Penyusunan rencana anggaran;

Pengelolaan administrasi keuangan;

Pembuatan laporan penggunaan keuangan;

Pengevaluasian anggaran dan penggunaan keuangan;

Pemberian usulan untuk perbalkan anggaran dan pengelolaan keuangan;
Pembantuan kegiatan Sekretaris dalam administrasi keuangan; dan
Pelaksanaan tugas lain dari Sekretaris sesual kebutuhan,

Paragraf 2.3
Sub Bagian Umum

Pasal 34

(1) Sub Bagian Umum mempunyal tugas melaksanakan penylapan, administrasi, surat
menyurat, peralatan, rumah tangga dan perlengkapan kantor serta urusan
kepegawaian, monitoring dan evaluasi;

{2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Umum mempunyai fungsi :

a.
b.
c.

~Tmopa

Penyusunan rencana analisa kebutuhan kantor;

Pengelolaan administrasl surat menyurat;

Pengevaluasian kebutuhan penggunaan alat dan sarana perkantoran  serta
ketatalaksanaan organisasi;

Pemberian usulan perbaikan dan pengelolaan barang inventaris;

Penylapan pedoman kerja pegawai:

Penyusunan rencana penetapan, mutasi dan diklat pegawai;

Pelaksanaan administrasi dan pengembangan pegawai:

Pemberian usul pembinaan dan pengembangan pegawai: dan

Pelaksanaan tugas lain darl Sekretaris sesuai kebutuhan,

Paragraf 3
Bidang Pengadaan dan Data Pegawai

Pasal 35

(1) Bidang Pengadaan dan Data Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyal tugas menyusun, mengendalikan formasi pengadaan pegawai dan
mengelola data/arsip kepegawalan serta menylapkan data bahan mutasi kepegawalan.

{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengadaan dan
Data Pegawai mempunyal fungsi :

TanrOoE

==

Perumusan rencana penyusunan program formasi dan kebutuhan pegawai;
Penyelenggaraan penyaringan administrasi dan ujian penerimaan calon pegawai;
Pelaksanaan tes psikologi;

Penyelesaian administrasi penetapan NIP;

Pelaksanaan penelitian, bimbingan dan penyuluhan untuk menyelesaikan hambatan
psikologi pegawal;

Penyelenggaraan pemutakhiran data SIMPEG dan membuat statistik kepegawaian;
dan

Pengelolaan Buku Induk, Nomor Induk Pegawai (NIP), Karpeg dan Kartu Taspen.

Paragraf 3.1
Sub Bidang Pengadaan Pegawai

Pasal 36

(1) Sub Bidang Pengadaan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bldang yang
mempunyai tugas menyusun dan mengendalikan formasi serta kebutuhan pegawai,

pelaksanaan, pengadaan dan seleks! pegawal, bimbingan tes psikologis, pendayagunaan
pegawai dan melaksanakan tata usaha.
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengadaan
Pegawai mempunyai fungsi :
a. Pengumpulan bahan dan merumuskan rencana penyusunan dan program formasi
dan kebutuhan pegawai;
Pengumpulan bahan dan merumuskan program pendayagunaan pegawai;
Penyiapan program dan menyelenggarakan pengadaan calon pegawai;
Pelaksanaan penyaringan administrasi dan ujian penerimaan calon pegawai;
Pelaksana tes psikologi para pelamar/pegawal untuk penempatan tempat
tugas/jabatan;
Pelaksanaan penelitian, bimbingan dan penyuluhan untuk menyelesafkan hambatan
psikologls pegawal; dan
g Pengusulan pengangkatan CPNS.
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Paragraf 3.2
Sub Bidang Data Pegawai

Pasal 37
(1) Sub Bidang Data Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyal
tugas menyusun program, proses data kepegawaian, file dan dokumentasi serta
keluaran data komputer, pengolahan NIP, Karpeg dan Buku Induk Pegawai.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Data
Pegawal mempunyai fungsi ;
. Pemutakhiran data dan arsip pegawai;
Penyusunan dan pelaksanaan sistem pengolahan data dan dokumen pegawai;
Pengelolaan Buku Induk Pegawai, Nip, Karpeg dan Kartu Taspen;
Penyiapan masukan data untuk komputer dalam rangka kenaikan pangkat dan
mutasi kepegawaian lainnya;
Pengelolaan file kepegawalan seluruh pegawai: dan
Penerimaan dan pendistribusian pemanfaatan  data/informasi komputer
kepegawaian.

an e
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Paragraf 4
Bidang Mutasi Kepegawalan

Pasal 38

(1) Bidang Mutasi Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai
tugas menyiapkan bahan, mengelola administrasi mutasi kepegawaian dan pensiun;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, Bidang Mutasi
Kepegawaian mempunyal fungsl :
a. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian mengenal kenaikan pangkat, kenatkan

gaji pegawal, pemberhentian/pengakhiran, pembantuan dan mutasi antar instansi;

b. Perhitungan masa kerja pegawai; dan
c. Penyelenggaraan administrasi pensiun.

Paragraf 4.1
Sub Bidang Mutasi Kepangkatan

Pasal 39

(1) Sub Bidang Mutasi Kepangkatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
mempunyal tugas menylapkan bahan, mengelola administrasi mutasi pegawal lingkup
Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Mutasi
Kepangkatan mempunyal fungsi :
a. Penyelesaian mutasi kepegawalan mengenai kenaikan pangkat, kenaikan gaji

Pegawal Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang;
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b. Penyelesaian penyesuaian masa kerja dan menghitung masa kerja Pegawal Negeri

Sipil; dan
¢. Pembinaan administrasi mutasi kepegawaian.
Paragraf 4.2
Sub Bidang Perpindahan Pegawal dan Pensiun
Pasal 40

(1) Sub Bidang Perpindahan Pegawai dan Pensiun dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
yang mempunyai tugas menyiapkan bahan, mengelola administrasi perpindzhan
Pegawai dan Pensiun.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Perpindahan
Pegawai dan Pensiun mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan dan menyelesalkan administrasi perpindahan pegawai antar Instansi;

b. Penyelesaian pemberian pensiun, pensiun janda/duda, pensiun anak yatim piatu
Pegawai Negeri, Pensiun orang Tua untuk Pegawai Negeri Sipil Bujangan yang tewas,
meliputi pemberian uang tunggu dan bebas tugas menjelang pensiun;

c. Pelaksanaan dan Penyelesaian administrasi pensiun.

Paragraf 5
Bidang Pengembangan Karir, Pendidikan dan Pelatihan Peagawal
Pasal 41
(1) Bidang Pengembangan Karler, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan program
bidang pengembangan karir, kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawal,
1{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan
Karier, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai mempunyai fungsi :
Perencanaan dan perumusan program pengembangan karir pegawai;
Perencanaan mutasi pegawai;
Perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai:
Pengkoordinasian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai;
Perencanaan dan penyelenggaraan ujian dinas dan ujian penyesuaian ljazah;
Penyusunan dan pemeliharaan daftar urut kepangkatan pegawai;
Penyelesaian administras tugas/izin belajar;
Penyelesaian administrasi penetapan pemberhentian sementara dari dan dalam
Jabatan negeri bagi Pegawai Nageri Sipil: dan
. Perencanaan dan perumusan pengangkatan, pemindshan dan pemberhentian

poo

Tempa

dalam dan dari jabatan.
Paragraf 5.1
Sub Bidang Pengembangan Karir dan Mutasl Jabatan
Pasal 42

(1) Sub Bidang Pengembangan Karir dan Mutasi Jabatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun program pengembangan
karir pegawal dan mutasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang
Pengembangan Karir dan Mutasl Jabatan mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan, penelitian, pengolahan dan perumusan data kepegawaian guna
menyusun pembinaan pengembangan karir pegawai;

b. Penyusunan pertimbangan-pertimbangan dan saran pelaksanaan  program
pengembangan karir pegawai;

c. Penyusunan program mutasi jabatan struktural dan fungsional;

d. Pengumpulan, penelitian dan penyajian data pegawai sebagal bahan pertimbangan
dalam mutasi jabatan;
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e. Penyusunan program pelaksanaan ujian dinas dan penyesuaian ljazah; dan
f. Pelaksanaan ujian dinas dan penyesuaian ijazah.

Paragraf 5.2
Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawal

Pasal 43

(1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
yang mempunyai tugas menylapkan bahan, menyusun program pendidikan dan
pelatihan pegawai. '

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendidikan
dan Pelatihan Pegawal mempunyai fungsi :
a. Penyusunan perencanaan pendidikan dan pelatihan pegawal;
b. Perencanaan dan perumusan pelaksanaan tugas/izin belajar; dan
c. Pengkoordinasian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai.

Paragraf &
Bidang Peraturan Perundang-undangan dan Kesejahteraan Pegawal
Pasal 44
(1) Bidang Peraturan Perundang-undangan dan Kesejahteraan Pegawai dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menghimpun dan menelash Peraturan
Perundang-undangan Kepegawaian, menyusun petunjuk teknis pelaksanaannya,
meneliti dan menyelesaikan tindakan disiplin pegawal, menyiapkan pembinaan
kesejahteraan materil, pembinaan mental, motivasi dan kesehatan serta pemberian
penghargaan/tanda jasa pegawal.
{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peraturan
Perundang-undangan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi ;
a. Penghimpunan dan penelashan Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian dan
menyusun petunjuk teknis pelaksanaannya;
b. Perencanaan dan pelaksanaan program penelitian atas pelanggaran disiplin
pegawai;
c. Penyampaian laporan dan saran penyelesaian hukuman disiplin dan tindakan
administratif lainnya;
d. Penganalisaan dan penilalan pelaksanaan peraturan/ketentuan di  bidang
kepegawalan;
e. Perencanaan penyuluhan kepegawaian;
f. Penyelesaian administrasi yang berkaitan dengan pembinaan disiplin pegawai;
g Perencanaan dan penyusunan program pembinaan kesejahteraan pegawai beserta
keluarganya;
h. Perencanaan penyusunan program pemberian penghargaan dan tanda jasa pegawai;
i. Perencanaan penyusunan program pembinaan dan pengembangan mental serta
peningkatan motivasi kerja pegawal;
J-  Perencanaan usaha pemeliharaan kesehatan pegawai;
k. Penyelesaian administrasi cuti pegawai; dan
l. Penyiapan dan penyusunan laporan di bidang perundang-undangan dan

kesejahteraan pegawai.
Paragraf 6.1
Sub Bidang Peraturan dan Disiplin Pegawal
Pasal 45

(1) Sub Bidang Peraturan dan Disiplin Pegawal dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
yang mempunyai tugas menghimpun, menelaah berbagai Peraturan Perundang-
undangan di bidang kepegawaian dan menyelenggarakan pembinaan disiplin pegawal.
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{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Peraturan
dan Disiplin Pegawal mempunyal fungsi :

a. Penghimpunan dan Penelahaan Peraturan Perundang-undangan bidang
kepegawaian dan menyelesaikan administrasi penyusunan petunjuk teknis
pelaksanaannya.

b. Penelitian terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Kepegawalan;

c. Pemberian Saran dan pertimbangan terhadap hambatan-hambatan dalam
pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian;

d. Penelitian dan Pembuatan saran pertimbangan dalam rangka meningkatkan

pembinaan disiplin pegawal;

Penyelesaian administrasi yang berkaitan dengan pembinaan disiplin pegawai;
Pelaksanaan penelitian daftar penilaian pelaksanaan Pegawai { DP 3);

Pengelolaan dan Pengaturan Pengembangan penyelenggaraan perpustakaan
kepegawaian;

Pengelolaan dan penyelesaian administrasi Karis dan Karsu;

Perencanaan dan penyuluhan kepegawaian.

W
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Paragraf 6.2
Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai

Pasal 46
{1} Sub Bidang kesejahteraan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
mempunyal tugas melaksanakan pembinaan kesejahteraan materil, pembinaan mental
dan maotivasi.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang
Kesejahteraan Pegawal mempunyai fungsi :
a. Penyelenggaraan dan penyelesalan administrasi pembinaan dan peningkatan
kesejahteraan materil pegawai beserta keluarga;
b. Pelaksanaan dan penyelesaian administrasi pemberian cuti dan tanda Jasa kepada
pegawai;
¢ Pelaksanaan dan penyelesalan administrasi pemberian peningkatan kesejahteraan
pegawai; dan
d. Pelaksanaan dan penyelesaian administrasi usaha peningkatan kesejateraan
motivasi dan pembinaan mental frohani pegawai dan pensiun.

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 47

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyal tugas melaksanakan sebagian kegiatan Badan
secara profesional sesuai dengan kebutuham.

{2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan
tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(3) Kelompok jabatan fungsional terdirl darl sejumlah tenaga dalam lenjang Jabatan
fungsional dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang teknisnya.

(4) Dalam jenjang fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;

(5) Kelompok jabatan fungsioanal diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



BABV
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Bagian Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 48
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu
Bupati dalam melaksanakan tugas tertentu dalam menentukan kebijakan di bidang
pengendalian dan pengelolaan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan sesual dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 Peraturan Bupati ini,

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan;

c. Pelaksanaan informasi, dokumentasi, pendataan dan pengelolaan data serta analisis dan
evaluasi program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

d. Penyusunan program, analisa, evaluasl, pelaporan, panyajian data informasi keluarga;

e. Penyusunan laporan pengelolaan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan;

f. Pelaksanaan program pengembangan keluarga sejahtera, pemberdayaan keluarga,
kesehatan reproduksl remaja dan ketahanan keluarga;

& Penguatan kelembagaan dan jaringan informasi keluarga dan kemitraan;

h. Penjalinan kemitraan dengan Instansi Pemerintah, LSM, Swasta dan Masyarakat;

L. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan admnistrasi, keuangan, perlengkapan dan
rumah tangga di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; dan

J. Pelaksanaan ‘tugas lain yang diberlkan oleh Bupati sesual dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Baglan Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 50
(1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri
dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat;
1. Sub Bagian Perencanan;
2. Sub Baglan Keuangan;
3. Sub Bagian Umum;
c. Bidang Data dan Informasi;
1. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data;
2. Sub Bidang Evaluasi dan Penyajian Data;
d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
1. Sub Bidang Operasional Keluarga Berencana dan Kesehatan Refroduksi (KB-KR);
2. Sub Bidang Operasional Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KS-PK);
e. Bidang Penggerakan Masyarakat;
1. Sub Bidang Institusi dan Peran serta;
2. Sub Bidang Advokasi dan Kemunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
f. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
1. Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
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2. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender;
g Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana Daerah
h. Kelompok labatan Fungsional.
* (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
sebagaimana tercantum pada Lampiran Il dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Baglan Ketiga
Uralan Tugas

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 51
Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas
memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan sesuai dengan tugas
sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 dan 47 Peraturan Bupati inl.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 52
(1) Sekretariat Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang mempunyal tugas melaksanakan urusan surat menyurat,
pendistribusian, perlengkapan kantor, perencanaan, keuangan, urusan umum dan
kepegawailan.
(2)Untuk melaksanakan - tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat
mempunyal fungsi : .
a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program;
b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
¢. Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan
pemeliharaan kantor serta kendaraan; dan
d. Pengumpulan hasil penyusunan rencana, program dan pelaporan monitoring serta
pembinaan organisasi dan tata laksana organisasl.

Paragraf 2.1
Sub Baglan Perencanaan

Pasal 53
{1) Sub Baglan Perencanaan dipimpin cleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana kebutuhan dan penyusunan program
pengembangan pembangunan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Perencanaan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kebutuhan kantor dan perumusan program;
b. Penganalisaan perkembangan pelaksanaan programy/pembangunan untuk dijadikan
bahan evaluasi;
¢. Penylapan pedoman kerja pengendalian dan pengawasan perencanaan dan program
kegiatan;
d. Pelaksanaan administrasi perencanaan;
e. Monitoring pelaksanaan program/pembangunan;
Penyusunan rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan gedung
kantor; dan
g Pelaksanaan tugas laln dari sekretaris sesuai kebutuhan,
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Paragraf 2.2
Sub Baglan Keuangan

Pasal 54
(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin cleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan penyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja
badan, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta mengurus
perbendaharaan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Baglan Keuangan
mempunyai fungsi : '
a. Penyusunan rencana anggaran;
b. Pengelclaan administrasi keuangan;
¢. Pembuatan laporan penggunaan keuangan;
. Pengevaluasian anggaran dan penggunaan keuangan;
Pemberian usulan untuk perbaikan anggaran dan pengelolaan keuangan;
Pembantuan kegiatan Sekretaris dalam administrasi keuangan; dan
Pelaksanaan tugas lain dari Sekretaris sesuai kebutuhan,

Paragraf 2.3
Sub Bagian Umum

Pasal 55
(1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Baglan yang mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan, administrasi, surat menyurat, peralatan, rumah tangga dan
perlengkapan kantor serta urusan kepegawalan, monitoring dan evaluasi.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Umum mempunyai fungsi: -
a. Penyusunan rencana analisa kebutuhan kantor:
b. Pengelolaan administrasi surat menyurat;
c. Pengevaluasian kebutuhan penggunaan alat dan sarana perkantoran serta
ketatalaksanaan organisasi;
Pemberian usulan perbaikan dan pengelolaan barang inventaris;
Penyiapan pedoman kerja pegawai;
Pemyusunan rencana penetapan, mutasi dan diklat pegawal;
Pelaksanaan administrasi dan pengembangan pegawai;
Pemberian usul pembinaan dan pengembangan pegawai;
Pelaksanaan tugas lain dari Sekretaris sesuai kebutuhan.

Paragraf 3
Bidang Data dan Informasi

Pasal 56
(1) Bidang Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyal tugas
melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi Program Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Data dan
Informasi mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan pengelolaan, penyajian dan informasl data keluarga, Program Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
b. Pengendalian pelaksanaan, pengelolaan dan penyajlan data dan informasi Program
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; dan
c. Pengevaluasian pelaksanaan, pengelolaan, penyediaan dan analisis data dan
program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
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Paragraf 3.1
Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data

. Pasal 57
(1) Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data dipimpin oleh szorang Kepala Sub
Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan mengevaluasi
pendataan keluarga dan Informasi Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada n-.rnt (1), Sub Bidang
Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan - bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendataan dan
informasi program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan pendataan dan Informasi keluarga;
c. Pensosialisaslan hasil pendataan keluarga, program Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan;
d. Pemeriksaan, penelitian dan analisis laporan dari tingkat kecamatan ke Desa;
e. Pembuatan dan Pengiriman laporan Hasil Pelaksanaan program sesuai mekanisme
: yang ada;
f. Penyajian data dan hasil pelaksanaan program keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan;
Pemeliharaan dan penyusunan arsip, dokumen pendataan dan Informasi keluarga;
Pengadaan hasll analisis dan evaluasi Program Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan; dan
I. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang berhubungan dengan bidang tugas Bidang
Pengumpulan dan Pengolahan Data.

'P:rlgn'l 3.2
Sub Bidang Evaluasi dan Penyajlan Data

Pasal 58
(1) Sub Bidang Evaluasi dan Penyajlaan Data dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
mempunyai tugas melaksanakan, menganalisis dan mengkaji data pelaksanaan hasil
Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Evaluasi

dan Penyajian Data mempunyal fungsi :

a. Penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan evaluasi dan
penyajlaan data;

b. Pengumpulan data hasil pelaksanaan program dalam rangka analisis, evaluasi dan
penyajian data;

c. Pemeriksaan dan penelitian data yang akan dievaluasi dan disajikan;

d. Penganalisian dan penilalan terhadap keberhasilan Program Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan perempuan;

e. Pemeriksaan dan penelitian mutasi data hasil pelaksanaan program Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

f. Pembuatan laporan hasll pelaksanaan program Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan;

g Penyimpanan dan pemeliharaan arsip-arsip hasil analisis dan penyajian; dan

h. Pelaksanakan fungsi-fungsi lain yang berhubungan dengan bidang tugas Sub Bidang
Evaliasi dan Penyajian Data.
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Paragraf 4
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pasal 59
(1} Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang mempunyal tugas melaksanakan penyerasian kebijakan operasional dan
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pengendalian penyelenggaraan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan.

(2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud ayat (1), Sub Bidang Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyal fungsi :

a. Pelaksanaan penyeraslan kriteria kelayakan pelaksanaan kebljakan Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera yang meliputi : Kesehatan dan Penanggulangan
Masalah, serta Kelangsungan hidup bayi dan anak, Kesehatan Reproduksi Remaja
dan Pembinaan Ekonomi Keluarga;

b. Pembinaan penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera,
yang meliputi kesehatan Reproduksi, jaminan dan pelayanan KB, peningkatan
partisipasi pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, Kesehatan
Reproduksi remaja dan Pembinaan Ekonomi Keluarga; dan

c. Pengevaluaslan pelaksanaan pengendaliaan pembinaan keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera yang meliputi kesehatan Reproduksi, jaminan dan pelayanan KB,
Peningkatan partisipasi Pria, Penaggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi,
Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pembinaan Ekonomi Kesehatan.

Paragraf 4.1
Sub Bidang Operasional Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Pasal 60
(1) Sub Bidang Operasional Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melakukan penyerasian bahan
perumusan kebijakan operasional dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan
program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang

Operasional Keluarga Berancana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungs! :

a. Penyiapan bahan untuk penyusunan rencana kegiatan;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi;

- €. Penetapan sasaran : pelayanan KB Baru dan Aktif, Peningkatan perencanaan
kehamilan, partisipasi pria, Unmet Need;

d. Pemantauan tingkat Drop Out peserta KB;

e. Penyelenggaraan kemitraan pelaksana Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA balk antara sektor
Pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM);

f. Pengkoordinasian Jaringan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksl, yang melalul [alur Pemerintah, swasta dan Masyarakat;

g Pengkoordinasian dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi;

h. Pemantauan mutu pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;

. 'Pembinaan jaringan rujukan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi:

j. Pelaksanaan Seleksi penyerasian kriteria kelayakan tempat pelayanan Keluarga
Berencana dan Kesehetan Reproduksi; dan

k. Melaksanakan fungsi-fungsi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugas Sub
Bidang Operasional Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

Paragraf 4.2
Sub Bidang Operasional Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
Pasal 61
(1) Sub bidang Operasional Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyal tugas melakukan penyerasian bahan-
bahan perumusan dan kebijakan operasional dan pengendalian serta evaluasi
pelaksanaan program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang
Operasional Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyal fungsi :
a. Penylapan bahan untuk penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Operasional

b.

an

Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;

Penginventarisasian Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKS), pembinaan dan pengembangan kelompok serta kegiatan promosi hasil
produksi untuk pemberdayaan ekonomi;

Pelaksanaan kegiatan kemitraan dalam rangka penuntasan kemiskinan keluarga;
Pelaksanaan kemitraan dengan pemerintah dan swasta dalam rangka
pengembangan model, manajemen, produksi dan pemasaran;

Melaksanakan fungsi-fungsi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugas Sub
Bidang Operasional Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

Paragraf 5
Bidang Penggerakan Masyarakat

Pasal 62

(1) Bidang Penggerakan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai
tugas melaksanakan penyerasian bahan perumusan kebijakan operasional dan
pengendalian Program Penggerakan Masyarakat Advokasi dan Komunikasi informasi
Edukasi (KIE).

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Bidang
Penggerakan Masyarakat mempunyal fungsi :

b.

.

Pelaksanaan penyerasian kriterla kelayakan pelaksanaan kebijakan operasional dan
penggerakan masyarkat, advokasi dan KIE;

Pembinaan penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan operasional program
penggerakan masyarakat, advokasi dan KIE; dan

Pengevaluasian pelaksanaan pengendalian kebijakan program penggerakan
masyarakat, advokasi dan KIE.

Paragraf 5.1
Sub Bidang Institusl dan Peran Serta

Pasal 63

(1) Sub Bidang Institusi dan Peran Serta dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
mempunyai tugas, melakukan Penyerasian bahan perumusan kebijakan operasional dan
pengendalian serta evaluasl pelaksanaan program pembinaan Institusi masyarkat dan
Peningkatan Peran Serta.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Institusi
dan Peran serta mempunyai Fungsl :

b.

C.

Penylapan bahan-bahan yang diperlukan untuk kegiatan program Bidang Institusi
dan Peran Serta;

Penginventarisasian Kelembagaan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa
(Sub PPKBD) Untuk peningkatan Peran Serta;

Pensosialisasian Peran Bantu Institusi dalam pencapaian visi misi Program Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

Pembinaan PPKBD, Sub PPKBD untuk pencapalan peserta Keluarga Berencana Baru
dan Pembinaan Peserta Keluarga Berencana Aktif;

Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, kewirausahan dan manajemen usaha
bagi keluarga prasejahtera dan keluarga sefahtera | alasan ekonomi dalam kelompok
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS):

Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga (PKLK); dan

Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang berhubungan dengan bidang tugas sub Bidang
Institusi dan Peran Serta.
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Paragraf 5.2
Sub Bidang Advokasi dan Komunikasl, informasi dan Edukasi (KIE)

Pasal 64
(1) Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bidang yang mempunyal tugas melakukan penyerasian kebijakan
operasional dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program
Advokasi dan KIE, .
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Advokasi
dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyal fungsi :
a. Penylapan bahan-bahan yang diperiukan untuk kegiatan Advokasi dan KIE.
b. Penerapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE:
¢. Pemanfaatan prototype program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, Kesehatan
dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas;
d. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA
dan perlindungan hak-hak reproduksi;
e. Pemantauan bahan-bahan media sesuai kondisi sasaran;
f. Pengkoordinasian pemanfaatan media tradisional dalam pelaksanaan Advokasi dan
KIE;
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Advokasi dan KIE:
Dan fungsi-fungsi lain yang berhubungan dengan bidang tugas sub Bidang Advokasi
dan KIE.
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Paragraf 6
Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 65
(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyal tugas melaksanakan penyerasian kebijakan operasional dan pengendalian
penyelenggaraan program Pemberdayaan Perempuan,
{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan
Perempuan mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan penyerasian kriteria kelayakan pelaksanaan kebijakan operasional
perlindungan perempuan, anak dan pengarusutamaan gender:
b. Pembinaan penyelenggaraan pelaksanaan  kebijakan operasional Program
perlindungan perempuan, anak dan pengarusutamaan gender: dan
c. Pengevaluasian pelaksanaan pengendalian kebijakan program perlindungan
perempuan, anak dan pengarusutamaan gender.

Paragraf 6.1
5ub Bidang Perfindungan Perempuan dan Anak

Pasal 66
(1) Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyerasian bahan perumusan kebijakan

operasional dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan program di Bidang

Perlindungan Perempuan dan Anak;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang

Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :

a. Penginventarisasian data keluarga/ perempuan dan anak bersama masalah sosial
serta hambatannya;

b. Penyelenggaraan, pengintegrasian dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan,
peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan
terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik,
lingkungan dan soslal budaya;
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c. Penyelenggaraan, pengintegrasian dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan
perlindungan perempuan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan
lanjut usia dan penyandang cacat dan daerah yang terkena bencana;

d. Pelaksanaan, pengintegrasian dan pengkoordinasian pelaksanaan hak-hak anak
dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak;

e. Penyelesaian masalah-masalah yang terkait dengan masalah perempuan dan anak;

Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang perhubungan dengan bidang tugas Sub Bidang

perlindungan Perempuan dan Anak.

Paragraf 6.2
Sub Bidang Pengarusutamaan Gender

Pasal 67
(1) Sub Bidang Pengurusutamaan Gender dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang

mempunyai tugas melakukan penyerasian bahan perumusan kebijakan operasional dan

pengendalian serta evaluasi pelaksanaan program Sub Bidang Pengarusutamaan

Gender.

(2) Untuk melaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang

Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi :

a. Penylapan bahan-bahan yang diperlukan untuk kegiatan program Sub Bidang
Pengarusutamaan Gender;

b. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan mengkoordinaskan
mediasi pelaksanaan pengarusutamaan gender;

c. Penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pengarusutamaan gender
pada lembaga pemerintahan dan lernbaga non pemerintahan;

d. Pelaksanaan PUG terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang
pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM serta politik;

e. Melakukan pembinaan dan pelatihan untuk mendapatkan keterampilan yang
berkesinambungan agar dapat memberdayakan kaum perempuan;

f. pelaksanaan penyuluhan dan socialisasi kesetaraan gender;

g Pengkoordinasian dengan pemerintah, swasta, lembaga sosial dan masyarakat untuk
mencegah bertambahnya keluarga yang bermasalah;

h. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang berhubungan dengan bidang tugas Sub Bidang
Pengarusutamaan Gender.
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Paragraf 7
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 68

(1) Untuk memperlfancar tugas Yang bersifat teknis di lapangan dapat dibentuk wnit
pelaksana Teknis (UPT) yang berkedudukan di Kecamatan.

{2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan serta secara operasicanal
dikeordinasikan oleh Camat setempat.

(3) Pembentukan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;

{4) Kepala Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bekerjasama
dengan teknis atau fungsional dan bertanggungjawab serta menyelenggarakan tugas-
tugas kesekretariatan dalam wilayah kerla masing-masing.

Paragraf 8
Kelompok Jabatan Fungsional

: Pasal 69
{1) Kelompok jabatan fungsional mempunyal tugas melaksanakan sebagian kegiatan Badan
secara profesional sesual dengan kebutuhan.
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{2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan
tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(3} Kelompok jabatan fungsional terdiri dari seju mlah tenaga dalam jenjang jabatan
fungsional dalam berbagal kelompok sesuai dengan bidang teknisnya.

(4) Dalam jenjang fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesual Peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

[5) Kelompok jabatan fungsioanal diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan
peraturan Perundang-undangan yang berfaku.

BAB V1
BADAM PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN & KEHUTANAN

Bagian Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 70
gadan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan & Kehutanan mempunyal Tugas
membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang pelaksana Penyuluhan Pertanian,
Perikanan & Kehutanan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangannya
sesual dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71

Untuk Pelaksanaan tugas sebagalmana dimaksud pada Pasal 70 Peraturan Bupati ini, Badan

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan & Kehutanan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan dan program penyuluhan Pertanian Kabupaten yang sejalan
dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;.

b. Pelaksanaan Penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode
penyuluhan;

c. Penyediaan dan penyebaran informasl teknologl, sarana produksi, pembiayaan dan
pasar;

d. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi
pelaku utama dan pelaku usaha;

e. Penylapan fasilitasi, pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan pengelolaan
kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana;

f. Penyediaan dan fasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan

pelaku usaha;

Penyiapan fasilitasl peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swadana; dan

pelaksanaan proses pembelajaran.

Baglan Kedua
Susunan Organlsasi
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Pasal 72
(1) Susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan & Kehutanan
terdiri dari:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat;
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum.
c. Bidang Penyuluhan Pertanian & Peternakan
1. Sub Bidang Penyuluhan Pertanian;
2. Sub Bidang Penyuluhan Peternakan.
d. Bidang Penyuluhan Perikanan, Kehutanan, dan Perkebunan
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1. Sub Bidang Penyuluhan Perikanan;
2. Sub Bidang Penyuluhan Kehutanan & Perkebunan.
e. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
1. Sub Bidang Kelembagaan;
2. Sub Bidang Sumber Daya Manusia.
f. Unit Pelaksana Teknis;
g Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyulu han Pertanian, Perikanan &
Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Uralan Tugas

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 73
Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyal tugas
memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Badan sesuai tugas
dan fungsi badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan 69 Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 74
(1) Sekretariat Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan & Kehutanan dipimpin
oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan urusan. surat menyurat,
pendistribusian, perlengkapan kantor, perencanaan, keuangan, urusan umum dan
kepegawaian.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat
mempunyai fungsi : '
a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program;
b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
c. Pelaksanasn pengelolaan surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan
pemeliharaan kantor serta kendaraan; dan
d. Pengumpulan hasil penyusunan rencana, program dan pelaporan monitoring serta
pembinaan organisasi dan tata laksana organisasi.

Paragraf 2.1
Sub Bagian Perencanaan

Pasal 75
(1) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai
tugas melaksanakan peryiapan bahan rencana kebutuhan dan pengembangan
pembangunan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Perencanaan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana dan perumusan program;
b. Penganalisaan perkembangan pelaksanaan program sebagai bahan evaluasi;
c. Penyiapan pedoman kerja pengendalian dan pengawasan perencanaan dan program
kegiatan;
d. Pelaksanaan administrasi perencanaan;
e. Pelaksanaan Monitoring program kegiatan; dan
Pelaksanaan tugas lain darl Sekretaris sesuai kebutuhan.

i
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Paragraf 2.2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 76

{1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas
melaksanakan penylapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja
badan, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta mengurus
perbendaharaan.

{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Baglan Keuangan
mempunyal fungsi :

Penyusunan rencana anggaran;

Pengelolaan administrasi keuangan;

Pembuatan laporan penggunaan keuangan;

Pengevaluasian anggaran dan penggunaan anggaran;

pemberian usulan untuk perbaikan anggaran dan pengelolaan keuangan;

Pelaksanaan Pemeriksaan Barang; dan

Pelaksanaan tugas lain dari Sekretaris sesuai kebutuhan.

Paragraf 2.3
Sub Bagian Umum

mhpOan oW

Pasal 77
{1} Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala 5ub Bagian yang mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan administrasi, surat menyurat, peralatan, perlengkapan kantor
dan alat tulis menulis, pelaporan, monitoring dan evaluasi.
{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum
mempunyai fungsl : :
a. Penyusunan rencana analisa kebutuhan kantor;
b. Pengelolaan administrasi surat menyurat;
¢. Pengevaluasian kebutuhan penggunaan alat dan sarana perkantoran serta
ketatalaksanaan organisasi; ) .
Pemberian usulan perbaikan dan pengelolaan barang inventaris;
Penylapan pedoman kerja pegawai;
Penyusunan rencana penetapan mutasi dan Diklat pegawai;
Pelaksanaan administrasi dan pengembangan pegawal;
pemberian usul pembinaan dan pengembangan pegawai; dan
Pelaksanaan tugas lain dari Sekretaris sesual kebutuhan.

Paragraf 3
Bidang Penyuluhan Pertanian & Peternakan
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Pasal 78
{1) Bidang Penyuluhan Pertanian & Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas menyusun kebijakan program dan kegiatan penyelenggaraan
penyuluhan pertanian dan petermakan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penyuluhan
Pertanian & Peternakan mempunyal fungsi :
a. Penetapan kegiatan proritas penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan
peternakan;
b. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan tahunan penyelenggaraan
penyuluhan pertanian dan peternakan ;
c. Pelaksanaan peningkatan penerapan teknologi pertanian dan peternakan tepat guna
spesifik Iokasi;
d. Pelaksanaan penyuluhan peningkatan produksi pertanian dan peternakan
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e. Penyuluhan peningkatan kwalitas, pemasaran dan distribusi hasil produksi pertanian
dan peternakan; dan
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan

- pertanian dan peternakan.
Paragraf 3.1
Sub Bidang Penyuluhan Pertanian
Pasal 79

(1) 5ub Bidang Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
mempunyal tugas menyusun kebijakan pada seltor pertanian tanaman Holtikultura.

{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang
Penyuluhan Pertanian mempunyal fungsi :
a. Penetapan kegiatan prioritas penyelenggaraan penyuluhan pertankan;
b. Pelaksanaan penyusunan program dan keglatan tahunan penyelenggaraan

penyuluhan pertanian;

c. Pelaksanaan peningkatan penerapan teknologi pertanian tepat guna;

pelaksanaan penyuluhan peningkatan produksi pertanian; dan

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan
pertanian.

B

Paragraf 3.2
Sub Bidang Penyuluhan Peternakan

Pasal 80

{1) Sub Bidang Penyuluhan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
mempunyai tugas menyusun kebijakan pada sektor peternakan. i

{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang
Penyuluhan Peternakan mempunyal fungsi :
a. Penetapan kegiatan prioritas penyelenggaraan penyuluhan peternakan;

b. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan tahunan penyelenggaraan
penyuluhan peternakan;

¢. Pelaksanaan peningkatan penerapan teknologi peternakan;

d. Pelaksanaan penyuluhan peningkatan produksi peternakan;

e. Pelaksanaan penyuluhan peningkatan kualitas, pemasaran dan distribusl hasil
produksi peternakan masyarakat; dan

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluh

peternakan.
Paragraf 4
Bidang Penyuluhan Perikanan, Kehutanan dan Perkebunan
Pasal 81

(1) Bidang Penyuluhan Perikanan, Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh secrang
Kepala Bidang yang mempunyal tugas menyusun program dan kebijakan serta laporan
hash penyelenggaraan penyuluhan sektor perikanan, kehutanan dan perkebunan.

{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyuluhan
Perikanan, Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

Pelaksanaan pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir;

pelaksanaan pendampingan pada kelompok tani budidaya lkan;

Pengembangan sistem penyuluhan perikanan;

Pelaksanaan kajlan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar;

Penetapan keglatan prioritas penyelenggaraan penyuluhan perlkanan, kehutanan

dan perkebunan;

pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan tahunan penyelenggaraan

penyuluhan perikanan, kehutanan dan perkebunan;
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pelaksanaan penyuluhan perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
Pelaksanaan penyuluhan pemanfaatan kawasan hutan industri;

Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat;

Pelaksanaan penyuluhan peningkatan penerapan teknologi perkebunan;
pPelaksanaan penyuluhan peningkatan produksi perkebunan; dan

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil penyelenggaraan penyuluhan
perikanan dan kehutanan.

Paragraf 4.1
Sub Bidang Penyuluban Perlkanan

Pasal B2

(1) Sub Bidang Penyuluhan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
mempunyai tugas menyusun kebijakan program dan kegiatan penyelenggaraan
penyuluhan perikanan.

{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang
Penyuluhan Perikanan mempunyal fungsi :

a.
b.

m e op

Penetapan kegiatan prioritas penyelenggaraan penyuluhan perikanan;

Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan tahunan penyelenggaraan
penyuluhan perfkanan;

Pelaksanaan pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir;

Pelaksanaan pendampingan pada kelompok tani budidaya ikan;

Pelaksanaan pengembangan sistem penyuluhan perikanan;

Pelaksanaan kajian wawasan budidaya laut, air tawar dan air payau; dan
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan
perikanan.

Paragraf 4.2
Sub Bidang Penyuluhan Kehutanan & Perkebunan

Pasal 83

(1) Sub Bidang Penyuluhan Kehutanan & Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bidang yang mempunyai tugas menyusun kebilakan program dan kegiatan
penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dan perkebunan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang
Penyuluhan Kehutanan & Perkebunan mempunyai fungsi :

b.
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Penetapan kegiatan prioritas penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dan
perkebunan;

Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan tahunan penyelenggaraan
penyuluhan kehutanan dan perkebunan;

pelaksanaan penyuluhan perlindungan dan konservasi sumber daya hutan;
Pelaksanaan penyuluhan pemanfaatan kawasan hutan industri;

Pelaksanaan pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat;

Pelaksanaan peningkatan penerapan teknologi perkebunan;

pelaksanaan penyuluhan peningkatan produksi perkebunan; dan

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan
kehutanan dan perkebunan.

Paragraf 5
Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
Pasal 84

(1) Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang mempunyai tugas meningkatkan kualitas, kemampuan dan kesejahteraan petugas
penyuluh dan pelaku utama serta memperkuat peran dan fungsi kelembagaan penyuluh
dan kelembagaan petani.
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{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kelembagaan
dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan peningkatan kemampuan bagi lembaga petani dan lembaga penyuluh;
b. Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi kelompok tani;
c. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh dan pelaku utama;
d. Pelaksanaan pelatihan bagi tenaga penyuluh dan pelaku utama; dan
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan tenaga penyuluh

dan kelembagaan petani

Paragraf 5.1
Sub Bidang Kelembagaan
Pasal 85
(1) Sub Bidang Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyal
tugas meningkatkan dan mengembangkan kemampuan lembaga penyuluhan dan
lembaga pelaku utama dalam melayani kebutuhan masyarakat.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang
Kelembagaan mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga penyuluhan dan lembaga petani;
b. Pelaksanaan peningkatan sistem intensif dan disintensif bagi kelompok Tani; dan
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan
lembaga penyuluhan dan lembaga pelaku utama.

Paragraf 5.2
Sub Bidang Sumber Daya Manusia
Pasal B

(1) Sub Bidang Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang

mempunyal tugas meningkatkan kualitas dan kemampuan ilmu pengetahuan,

keterampilan dan perubahan sikap pelaku utama dan tenaga penyuluh.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Sumber

Daya Manusia mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh dan pelaku utama kemampuan
lembaga penyuluhan dan lembaga petani;
Pelaksanaan peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh dan pelaku utama;
Pelaksanaan pelatihan bagi tenaga penyuluh dan pelaku utama;
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan
lembaga penyuluhan dan lembaga pelaku utama.

Paragraf 6
Unit Pelaksana Teknls

Pasal 87
(1) Unit Pelaksana Teknis di kecamatan disebut Balai Penyuluhan Kecamatan.
{2} Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Fungsi :
a. Penyusunan program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program
penyuluhan kabupaten;
b. Pelaksanaan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
¢. Penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan
pasar;
d. Penyediaan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan
pelaku usaha;
e. Penyedisan fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan
penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara barkelanjutan;
f. Penyediaan fasilitasi kapasitas lembaga petani melalui proses pembelajaran secara
parsitipatif dan berkelanjutan;
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g. Peningkatan peran kelompok tani/nelayan dalam pembangunan pertanian di
pedesaan; dan

h. Pelaksanaan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan maodal
usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 88

{1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional Profesi Penyuluh
dan kelompok jabatan Fungsional Umum.

(2) Kelompok Jabatan fungsional penyuluh mempunyai tugas dan tanggung jawab
melaksanakan kegiatan Badan dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan sesual bidang
keahlian masing-masing.

(3} Kelompok Jabatan fungsional umum mempunyai tugas membantu penyelenggaraan
wrusan rumah tangga Badan.

BAB VI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama
Tugas Pokok dan Fungsl

Pasal 89
Badan Lingkungan Hidup mempunyal tugas merencanakan dan melaksanakan pencegahan,
Pengkoordinasian serta Pemulihan Dampak Lingkungan Hidup.

Pasal 90

Untuk Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 89 Peraturan Daerah Ini, Badan

Lingkungan Hidup mempunyai Fungsi :

a. Perencanaan dan Perumusan program usaha-usaha pencegahan, penanggulangan,
pemulihan pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan akibat kerusakan
lingkungan dan pencemaran;

b. Pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang usaha pencegahan,
penanggulangan dan pemulihan lingkungan dari kerusakan dan pencemaran akibat
Hirmbah industrl, rumah tangga dan limbah lainnya;

¢. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian terhadap setiap aktifitas yang
menimbulkan dampak terhadap kerusakan pencemaran serta penurunan kualitas
lingkungan Hidup;

d. Pembinaan peran serta (partisipasi), lembaga-lembaga swadaya masyarakat serta
lembaga-lembaga ekonomi, Industri, dibidang usaha pencegahan kerusakan
lingkungan;

e. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan Instansi-instansi pemerintah, swasta
dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dalam rangka upaya pencegahan kerusakan
lingkungan;

f. Penyelenggaraan pelayanan teknis kriteria aktif ketatausahaan, keuangan,
kepegawaian, dan penyusunan rencana dan program kegiatan badan;

Baglan Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 91

{1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat:
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1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum.
c. Bidang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Lingkungan:
1. Sub Bidang Sumber Daya Manusia;
2. Sub Bidang Pengembangan Kemitraan Lingkungan.
d. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan:
1. Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan;
2. Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam.
e. Bidang Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan:
1. Sub Bidang Pengawasan dan Pemantauan Pencemaran Lingkungan;
2. Sub Bidang Pengawasan dan Pemantauan Kerusakan Lingkungan.
f. Kelompok Jabatan Fungsional
{2) Bagan susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V dan merupakan Bagian yangn tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati inl.

Bagian Ketiga
Uralan Tugas

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 92

{1) Kepala Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi,
mediasi, dan fasilitasi serta penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan
mempunyai fungsi :
a. Penetapan kebijakan teknis dibidang pengelolaan lingkungan Hidup;
b. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dibidang

pengelolaan lingkungan hidup; dan

¢. Pemberdayaan instansi dan aparatur agar memiliki kredibilitas dan akuntabilitas.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 93
(1) Sekretariat Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai
tugas melaksanakan urusan surat menyurat, pendistribusian, perlengkapan kantor,
perencanaan, kevangan, urusan umum dan kepegawaian.
{2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat
mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program,;
b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
¢. Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan
pemeliharaan kantor serta kendaraan; dan
d. Pengumpulan hasil penyusunan rencana, program dan pelaporan monitoring serta
pembinaan organisasi dan tata laksana organisasi.

Paragraf 2.1
Sub Bagian Perencanaan

Pasal 94
{1) Sub Baglan Perencanaan dipimpin oleh secrang Kepala Sub Bagian yang mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana kebutuhan dan pengembangan
pembangunan.
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{2) Untuk- melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Perencanaan mempunyai fungsl :
a. Penyusunan rencana dan perumusan program;
b. Penganalisaan perkembangan pelaksanaan program sebagai bahan evaluasi;
c. Penyiapan pedoman kerja pengendalian dan pengawasan perencanaan dan program
kegiatan;
d. Pelaksanaan administrasi perencanaan;
e. Monitoring pelaksanaan program keglatan; dan
f. Pelaksanaan tugas lain dari Sekretaris sesuai kebutuhan;

Paragraf 2.2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 95
(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja
badan, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta mengurus
perbendaharaan.
{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan
- i mempunyai fungsi :
Penyusunan rencana anggaran;
Pengelolaan administrasi keuangan;
pembuatan laporan penggunaan keuangan;
Pengevaluasian anggaran dan penggunaan anggaran;
Pemberian usulan untuk perbalkan anggaran dan pengelolaan keuangan;
Pelaksanaan pemeriksaan barang; dan
pelaksanaan tugas lain dari Sekretaris sesuai kebutuhan.
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Paragraf 2.3
Sub Bagian Umum

Pasal 96
{1) Sub Bagian Umum dipimpin cleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyal tugas
melaksanakan penylapan administrasi, surat menyurat, peralatan, perlengkapan kantor
dan alat tulis menulis, pelaporan, monitoring dan evaluasi.
{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, Sub Bagian Umum
mempunyal fungsi :
a. Penyusunan rencana analisa kebutuhan kantor;
b. Pengelolaan administrasi surat menyurat;
¢. Pengevaluasian kebutuhan penggunaan alat dan sarana perkantoran serta
ketatalaksanaan organisasi;
d. Pemberian usulan perbaikan dan pengelolaan barang inventaris;
e. Penyiapan pedoman kerja pegawai;
f. Penyusunan rencana penetapan mutasi dan Diklat pegawai;
g. Pelaksanaan administrasi dan pengembangan pegawai;
h. Pemberian usul pembinaan dan pengembangan pegawai; dan
i. Pelaksanaan tugas lain dari Sekretaris sesuai kebutuhan.

Paragraf 3
Bidang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya lingkungan

Pasal 97
(1) Bidang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Lingkungan dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang mempunyal tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
program dibidang pengembangan kapasitas Simber Daya Lingkungan;
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{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan

Kapasitas Sumber Daya Lingkungan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang kelembagaan sumber Daya Manusia,
pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengelalaan;

b. Pembinaan koordinasi dan memfasilitasi pengembangan kapasitas dan kelembagaan
dalam rangka pengelolaan lingkungan Hidup;

c. Pembinaan, koordinasi dan memfasilitasi pengembangan kapasitas sumber Daya
Manusia dalam rangka pengelolaan Lingkungan Hidup;

d. Pembinaan, keordinasi dan memfasilitasi pengembangan pemberdayaan masyarakat
dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup; dan

@. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Paragraf 3.1
Sub Bldang Sumber Daya Manusia

Pasal 98
(1) Sub Bidang Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia.
{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Sumber

Daya Manusia mempunyal fungsi :

a. Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

b. Pemantauan, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan kedinasan
lainnya;

c. Pelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijasanaan teknis pengembangan
sumber daya manusia;

d. Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang
pengelolaan lingkungan hidup pada skala kabupaten;

e. Pengevaluasian hasil pelaksanaan diklat bidang lingkungan hidup di Kabupaten;

f. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan
hidup skala kabupaten; )

g Penegakan hukum lingkungan skala kabupaten;

h. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang
pengendalian dampak lingkungan hidup skala kabupaten;

i. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala kabupaten;

j. Pengevaluasian kondisi sumber daya manusia dalam rangka pengendalian dampak
lingkungan hidup;

k Pelaksanaan kursus-kursus lingkungan hidup, pendidikan dan pelatihan,
pengembangan adiwiata LH, penerapan standar kompetens| personil bidang
lingkungan hidup;

I. Pengkoordinasian pelaksanaan dan kursus dalam rangka pengembangan dan
peningkatan sumber daya manusia untuk pengendalian dampak lingkungan hidup;

m. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas sub bidang sumber daya manusia; dan

n. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain sesual bidang tugasnya.

Paragraf 3.2
Sub Bidang Pengembangan Kemitraan Lingkungan

Pasal 99
(1) Sub Bidang Kemitraan Lingkungan dipimpin cleh seorang Kepala Sub Bidang yang
mempunyai tugas menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dan mengembangkan
kemitraan dalam rangka pengembangan kemitraan kelembagaan dan pemberdayaan
masyarakat.
{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang
Pengembangan Kemitraan Lingkungan mempunyai fungsi :
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Penyusunan rencana kegiatan sub bidang pengembangan kemitraan lingkungan
hidup;

Pendistribusikan dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
Pemantauan, Pengawasan, Pengevaluasian dan penilalan pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan;

Pengelolaan Peraturan Daerah dibidang penerapan Instrumen ekonomi untuk
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kabupaten;

Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan;

Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan;

Penyelenggaraan pelayanan dibidang pengendalian lingkungan hidup skala
kabupaten;

Pengoreksian dan memaraf naskah dinas;

Pelaksanaan penylapan bahan rumusan kebijakan teknis dan evaluasi terhadap
pengembangan kelembagaan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sesuai
prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;

Pemberian rekomendasi UKL dan UPL;

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah
Kabupaten;

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelclaan dan pemantauan lingkungan hidup
bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan diluar usaha dan/atau kegiatan yang
wajib memakai AMDAL dalam wilayah Kabupaten;

. Perizinan pembuangan Air limbah ke air atau sumber alr;

Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;

Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan perubahan iklim
skala Kabupaten;

Pemantauan dampak deposisi asam skala Kabupaten;

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terhadap pelaksanaan AMDAL, .
UKL/UPL dan DKL;

Penyiapan bahan pelaksanaan pembahasan AMDAL dan meyiapkan konsep surat
keputusan kelayakan lingkungan hidup;

Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam hal pelaksanaan AMDAL, UKL/UPL
dan DEL;

Pelaksanaan pencatatan dan penghkajian AMDAL;

Penginventarisasian jenis kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL,
UKL/UPL dan DKL dengan kewenangannya;

Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang AMDAL; dan

. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 4
Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 100

Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas melaksanakan sebaglan tugas badan dibidang pembinaan dan
pengendalian teknis AMDAL.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian
Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :

b.

Penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis pengembangan AMDAL, kajian,
dampak lingkungan dan UKL/UPL dan pelestarian sumber daya alam;

Pembinaan dan pengembangan, penilaian dan pembinaan kemampuan teknis,
penilal komisi AMDAL, UKL/UPL dan DKL;

Pengkajian dan evaluasi hasil AMDAL, UKL/UPL dan DKL;
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d. Pelaksanaan pelestarian sumber daya alam; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala badan sesual bidang tugasnya.

Paragraf 4.1
Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan

Pasal 101

(1) Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan dipimpin oleh secrang Kepala Sub Bidang yang

(2)

1

(2

—

mempunyal tugas menyiapkan bahan rumusan pelaksanaan teknis, kajian, pembahasan

dan pengembangan AMDAL, UKL/UPL dan DKL.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bidang Analisis

Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan;

b. Pendistribusian dan Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

. Pemantauan, Pengawasan, Pengevaluasian dan Penilsian pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan;

d. Pengoreksian dan memaraf naskzh dinas;

e. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis terhadap pelaksanaan AMDAL,
UKLfUPL dan DKL,

f. Penyiapan bahan pelaksanaan pembahasan AMDAL dan menyiapkan konsep surat
keputusan kelayakan lingkungan hidup;

B- Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam hal pelaksanaan AMDAL dan yang
membidangi usaha dan atau kegiatan wajib UKL/UPL untuk pemeriksaan kelayakan
lingkungan UKL/UPL sebelum disyahkan oleh instansi yang membidangi;

h. Pelaksanaan pencatatan dan pengkajian AMDAL;

Penginventarisasian jenks keglatan yang wajib dilengkapl dengan dokumen AMDAL,

UKL/UPL dan DKL dengan kewenangannya:

j- Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Analisis Dampak
Lingkungan;

k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4.2
Sub Bldang Kenservasi Sumber Daya Alam

Pasal 102

Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang

yang mempunyal tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan

teknis dalam hal konservasi SDA dan pendidikan kualitas Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Konservasi

Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Konservasi Sumber Daya alam;

b. Pendistribusian dan Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

¢. Pemantauan, Pengawasan, Pengevaluasian dan Penilaian pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan;

d. Pengoreksian dan memaraf naskah dinas;

e. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis, konservasi sumber daya alam,
pelaksanaan pengendalian dan pemulthan kualitas lingkungan hidup;

f. Pengkoordinasian pembinaan, pengendalian, evaluasi dan kerjasama dengan
instansi terkait, swasta dan peran serta masyarakat dalam hal konservasi sumber
daya alam dan pemulihan kualitas lingkungan;

g Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program dengan instansi pelaksanaan program
dengan instansi terkait dalam rangka konservasi sumber daya alam dan pemulihan
kualitas lingkungan hidup;
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h. Pengkoordinasian dalam rangka konservasi sumber daya alam, penerapan
konservasi keanekaragaman hayati, lahan kritis, konservasi mangrove, konservasi
terumbu karang, konservasi sumber-sumber air;

i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Konservasi Sumber Daya
Alam; dan

j- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 5
Bidang Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan

Pasal 103

(1) Bldang Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang pengawasan,
pemantauan dan pemulihan serta koordinasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan
hidup.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan
dan Pemantauan Lingkungan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis;
b. Pembinaan pengawasan Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup;
c. Pembinaan laboraturium dan perangkat manajemen/teknologi  pemulihan

lingkungan; dan

d. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5.1
Sub Bidang Pengawasan dan Pemantauan Pencemaran Lingkungan

Pasal 104
(1) Sub Bidang Pengawasan dan Pemantauan Pencemaran Lingkungan dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan
kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pemantauan pencemaran lingkungan hidup.
(2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang
Pengawasan dan Pemantauan Pencemaran Lingkungan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pengawasan;
b. Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
c. Pemantauan, Pengawasan, pengevaluasian dan menilai pelaksanaan tugas kepada
bawahan;
d. Pengoreksian dan memaraf naskah teks;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan dan
pemantauan pencemaran lingkungan hidup;
Pengawasan pelaksanaan pengelotaan limbah B3 skala Kabupaten:
Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran B3 skala Kabupaten;
Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala Kabupaten;
Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 Kabupaten;
Pengelolaan kualitas air skala Kabupaten;
Penetapan kelas air pada sumber air skala Kabupaten;
Pemantauan kualitas air pada sumber air skala Kabupaten;
. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala Kabupaten;
. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam  fin
pembuangan air limbah ke air sumber air:
Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan
penanggulangan pencemaran air skala Kabupaten pada keadaan darurat dan/atau
keadaan yang tidak terduga lainnya;
p. Pemantauan kualitas udara amblent, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak
skala Kabupaten;
9. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala;
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aa.

bb.

Pengkoordinasian dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala Kabupaten;
Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang
dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara sumber bergerak dan tidak
bergerak skala Kabupaten;

Pemantauan kualitas udara ambient dan dalam ruangan;

Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala
Kabupaten;

Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah;

. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan pemrakarsa usaha,

masyarakat dan kegiatan usaha lainnya sebagai sumber pencemaran;

Penylapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan dan
pemantauan pencemaran lingkungan hidup;

Pengawasan, pemantauan dan menitoring terhadap pengelolaan kualitas air/sungai,
tanah, laut, udara blomassa dan pengelolaan limbah B3;

Pelaksanaan pembinaan dan memberi petunjuk terhadap pengendalian pencemaran
lingkungan hidup;

Fenerapan instrument baru dalam system manajemen lingkungan hidup ekolabel
dan produksi bersih;

Pengevaluasian laporan pemrakarsa usaha, masyarakat dan kegiatan usaha lainnya
yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan.

Paragraf 5.2
Sub Bidang Pengawasan dan Pemantauan Kerusakan Lingkungan

Pasal 105

(1) Sub Bidang Pengawasan dan Pemantauan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan
teknis di bidang pengawasan dan pemantauan kerusakan lingkungan hidup.

(2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang
Pengawasan dan Pemantauan Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi :

Penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pengawasan dan Pemantauan Kerusakan
Lingkungan;

b. Pendistribusian dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

Pemantauan, mengawasi, mengevaluasian dan penilalan pelaksanan keglatan
bawahan; '

Pengoreksian dan memaraf naskah dinas;

Pengendalian banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim dan perlindungan atmosfir;

Pelaksanaan koordinasi dengan instasi terkait dalam rangka pengawasan dan
pemantauwan kerusakan lingkungan hidup;

Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan
laut skala kabupaten;

Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran danfatau kerusakan skala
kabupaten;

Penetapan lokasl untuk pengelolaan konservasi laut;

Pengawasan penataan instrument pengendalian pencemaran danfatau kerusakan
skala kabupaten;

Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten:
Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut
skala kabupaten;

Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/fatau
kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh Daerah Kabupaten dan/atau
dilimpahkan kewenangan oleh pemerintah;

42



n. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan pemrakarsa usaha
masyarakat dan usaha lainnya sebagai sumber kerusakan;

0. Menylapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan dan
pemantauan kerusakan lingkungan hidup;

p. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian petunjuk terhadap pengendalian kerusakan
lingkungan;

q. Pengevaluasian laporan pemrakarsa usaha masyarakat dan kegiatan usaha lainnya
yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan hidup.

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 106

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyal tugas melaksanakan sebagian kegiatan Badan
secara profesional sesual dengan kebutuhan.

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan
tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(3] Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumiah tenaga dalam jenjang jabatan
fungsional dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang teknisnya.

{4) Dalam jenjang fungsional sebagalmana dimaksud ayat (1) diatur sesuai Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

(5) Kelompok jabatan fungsicanal diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIH
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Baglan Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 107
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyal tugas membantu
Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa sesual azas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas-tugas lain
yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 108
Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 107 Peraturan Bupati ini, Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :
a. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan
desa/kelurahan dan kelembagaan masyarakat;
b. Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/kelurahan dan
kelembagaan masyarakat;
¢ Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penguatan
kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
Pengkoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya masyarakat;
Pemnbinaan dan survel pelaksanaan Gerakan PEK:
Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan ekonomi masyarakat, pemanfaatan sumber daya
alam dan teknologi tepat guna pedesaan;
Penyusunan kebijakan pemberdayaan penduduk miskin dan lembaga usaha mikro
pedesaan;
Pengkoordinasian penyusunan program di bidang pemberdayaan masyarakat:
Pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan badan; dan
Penindaklanjutan hasil laperan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.
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Bagian Kedua
Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 109
(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai
berikut :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat Badan:
1) Sub Bagian Perencanaan;
2) 5ub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Umum.
c. Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kelermbagaan :
1) Sub Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan;
2) Sub Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.
d. Bidang Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya dan Kesra.
1} Sub Bidang Adat dan Sosial Budaya Masyarakat;
2) Sub Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
e. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat :
1} Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
2) S5ub Bidang Pengembangan Lembaga Mikro Pedesaan.
f. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna serta Sarana dan
Prasarana Pedesaan;
1)} Sub Bidang Pengelolaan SDA dan TTG;
2) Sub Bidang Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Pedesaan.
Kelompok labatan Fungsional;
{2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan merupakan baglan yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Uralan Tugas

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 110
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas
memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud
pada Pasal 107 dan 108 Peraturan Bupati inl.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 111

(1) Sekretariat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan urusan surat memnyurat,
kepegawalan, keuangan, urusan umum, program dan perlengkapan;

{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :
a. Pengelolaan surat menyurat dan kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga serta

pemeliharaan kantor;

b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
c. Pengelolaan administrasi keuangan; dan



d. Pengumpulan hasil penyusunan rencana program, pelaporan surat, pembinaan
organisasi dan tata usaha.

Paragraf 2.1
Sub Bidang Perencanaan

Pasal 112
(1) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyal
tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana kebutuhan dan pengembangan
" pernbangunan,
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, Sub Bagian
Perencanaan mempunyai fungsi -
a. Penyusunan rencana dan perumusan program;
b. Penganalisaan perkembangan pelaksanaan program sebagai bahan evaluasi;
t. Penyiapan pedoman kerja pengendalian dan Pengawasan perencanaan dan program
kegiatan;
d. Pelaksanaan administrasi perencanaan;
Pelaksanaan monitoring pelaksanaan program kegiatan; dan
f. Pelaksanaan tugas lain dari sekretaris sesuai kebutuhan,

Paragraf 2.2
Sub Keuangan

Pasal 113

{1} Sub Bagian Keuangan dipimpin cleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas
menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja badan, pembukuan, perhitungan
anggaran, verifikasi dan mengurus perbendaharaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan
rmempunyal fungsi :

Penyusunan rencana anggaran;

Pengelolaan administrasi keuangan;

Pembuatan laporan penggunaan keuangan;

Pengevaluasian anggaran dan penggunaan keuangan;

Pemberian usulan untuk perbaikan anggaran dan pengelolaan keuangan;

Permnbantuan keglatan sekretaris dalam administrasi keuangan; dan

Pelaksanaan tugas lain dari sekretaris,
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Paragraf 2.3
Sub Bagian Umum

Pasal 114
(1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh secrang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas
melaksanakan urusan administrasi, surat menyurat, peralatan, perlengkapan kantor dan
alat tulis menulls dan pelaporan monitoring evaluasi.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Sub Bagian Umum
mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana analisa kebutuhan kantor;
b. Pengelolaan administrasi surat menyurat;
. Pengevaluasian kebutuhan penggunaan alat dan sarana perkantoran serta
ketatalaksanaan organisasi;
d. Pemberian usulan perbaikan dan pengelolaan barang inventaris;
e. Penyiapan pedoman kerja pegawai;
f. Penyusunan rencana penetapan mutasi dan Diklat pegawai;
g- Pelaksanaan administrasi dan pengembangan pegawal;
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h.
i

Pemberian usul pembinaan dan pengembangan pegawai;
Pelaksanaan tugas lain dari sekretaris badan.

Paragraf 3
Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kelembagaan

Pasal 115

(1) Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang mempunyai tugas pembinaan administrasi pemerintahan desa/kelurahan
dan ‘pemberian pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi
pemerintahan  desafkelurahan, melaksanakan kebijakan di bidang penguatan
kelembagaan masyarakat desa serta melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan
Desa/Kelurahan dan Kelembagaan mempunyal fungsi :

~papw

Penetapan kebljakan Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Penguatan
Kelembagaan;

Pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
Pelaksanaan pengembangan kapasitas Pemerintah Desa;

Pengkoordinasian dan fasilitasi pengolahan data profil desa/kelurahan;
Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat;

Pengkoordinasian dan  fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan
partisipatif;

Pengkoordinasian dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan
pendayagunaan ruang kawasan pedesaan; dan

Pelaksanaan monitoring, evaluasi  dan pelaporan bidang pemerintahan
desafkelurahan dan kelembagaan.

Paragraf 3.1
Sub Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan

Pasal 116

(1) Sub Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
yang mempunyal tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan
penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang
Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

b.
c.
d

Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi  pemerintahan
desa/kelurahan;

Pembinaan dan pengawasan administrasipemerintahan desa/kelurahan;

Penyediaan database penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/kelurahan;

. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan,

batas desa dan kelurahan skala kabupaten;

Pembinaan, pengawasan dan supervise penyelenggaraan pembentukan, pemekaran,
penggabungan dan penghapusan desa/kelurahan;

Penetapan pedoman peran BPD dan kelurshan dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa/kelurahan;

Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota
BPD;

Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa/kelurahan;
Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah
desa/fkelurahan; dan

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Pemerintahan
Desa/Kelurahan.



Paragraf 3.2
Sub Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Pasal 117

(1) Sub Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bidang yang mempunyal tugas menetapkan kebijakan, melakukan pemantapan profil
desa/kelurahan, penguatan kelembagaan masyarakat, pelatihan masyarakat,
melaksanakan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif dan meningkatkan
peran serta masyarakat dalam penatasn daan pendayagunaan ruang kawasan
pedesaan. '

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang
Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi :
a. Penetapan kebilakan, pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria bidang

penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat:

b. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengolahan data profil desa/kelurahan;

Pelaksanaan pengolahan data profil desa/kelurahan;

Pengkoordinasian dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat:

Pelaksanaan penguatan kelembagaan masyarakat;

Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat;

Pelaksanaan pelatihan masyarakat;

Pengkoordinasian dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan

patisipatif masyarakat;

Pelaksanaan pengembangan manajemen partizipatif masyarakat;

Pengkoordinasian dan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan

dan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan;

k. Pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan
pendayagunaan ruang kawasan pedesaan; dan

l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Kelembagaan dan
Pengembangan Partisipasi Masyarakat.

Paragraf 4
Bidang Adat dan Pengembangan Kehidupan
Sosial Budaya dan Kesra

Pasal 118
{1) Bidang Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya dan Kesra dipimpin cleh
seorang Kepala Bidang yang mempunyal tugas melaksanakan penetapan kebijakan,
pemberdayaan adat istiadat dan budaya nusantara, pemberdayaan perempuan,
pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK), peningkatan kesejahteraan sosial,
pengembangan dan perlindungan sosial budaya dan kesra.
{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan
Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan kebijakan program pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat;
b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan
budaya;
t. Pengkoordinasian, fasllitasi dan pembinaan pelaksanaan pemberdayaan perempuan;
d. Pengkoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan Gerakan PKK;
e. Pengkoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan
sosial;
f. Pengkoordinasian, fasilitasl dan pembinaan pelaksanaan pengembangan
perlindungan sosial budaya; dan
g- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
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Paragraf 4.1
Sub Bidang Adat dan Pengembangan Soslal Budaya Masyarakat

Pasal 119

(1) Sub Bidang Adat dan Pengembangan 5osial Budaya Masyarakat dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bidang yang mempunyal tugas melaksanakan penetapan kebljakan,
penyusunan program penyelenggaraan pembinaan Pemberdayaan Adat dan
Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat [1), Sub Bidang Adat dan
Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai fungsi :
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Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pemberdayaan
adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;

Pengkoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya;
Pembinaan dan supervise pemberdayaan lembaga adat dan budaya;
Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial;
Pembinaan dan supervise pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial;
Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja;

Pembinaan dan supervise pelaksanaan perlindungan tenaga kerja; dan

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan,

Paragraf 4.2
Sub Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 120

(1) Sub Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh secrang Kepala Sub
Bidang yang mempunyal tugas penetapan kebijakan daerah, penyusunan program
penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan keluarga serta pembinaan peningkatan
kesgjahteraan keluarga di pedesaan.

(2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga mempunyal fungsi :

mpapDw

Perumusan kebijakan daan petunjuk teknis program pemberdayaan keluarga;
Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan Gerakan PKK;

Pembinaan dan supervisi pelaksanaan Gerakan PKK;

Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan;
Pembinaan dan supervisi pelaksanan pemberdayaan perempuan; dan
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan keglatan,

Paragraf 5
Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat

Pasal 121

(1) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang mempunyai tugas melaksanakan penetapan kebijakan dan merumuskan program
serta melaksanakan peningkatan dan pengembangan pemberdayaan usaha ekonomi
miasyarakat.

[2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan
Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyal fungsi :

anoe

-p

Pelaksanaan penetapan kebijakan daerah;

Pelaksanaan pemberdayaan usaha ekonomi penduduk miskin;

Pengkoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin:
Pengkoordinasian penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan
kelompok masyarakat;

Pengkoordinasian dan fasilitasi pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan;
Pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat;

Pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat;
dan
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h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan usaha
ekonomi masyarakat,

Paragraf 5.1
Sub Bldang Usaha Ekonomi Masyarakat

Pasal 122
(1) Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang perekonomian masyarakat,
pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, pengembangan produksi dan pemasaran
hasil usaha masyarakat, pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan
pangan masyarakat.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, Sub Bidang Usaha
Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi ;
a. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk
miskin;
b. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin;
c. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan
pemasaran hasil usaha masyarakat;
. d. Penyelenggaraan pengembangan produkst dan pemasaran hasil usaha masyarakat;
e. Pengkoordinasian dan fasilitasl penyelenggaraan dan pengembangan pertanian
pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat;
- f. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan
pangan masyarakat; dan
g- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 5.2
Sub Bidang Pengembangan Lembaga Mikro Perdesaan

Pasal 123

(1) Sub Bidang Pengembangan Lembaga Mikro Perdesaan dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan pedoman dan petunjuk
pelaksanaan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan yang meliputi
pembinaan dan bimbingan pengembangan perkreditan lembaga keuangan desa serta
pembinaan dan pengembangan lembaga produksi dan pemasaran hasil usaha kelompok
masyarakat.

{2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pasal Sub Bidang Pengembangan Lembaga Mikro
Perdesaan mempunyai fungsi :

Pengkoordinasian dan fasilitasi pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan;

Pembinaan dan supervise pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan;

Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan;

Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan usaha ekonomi keluarga dan

kelompok masayarakat;

e, Penyelenggaraan pengembangan wusaha ekonomi keluarga dan  kelompok
masayarakat; dan

f. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan keglatan.

Benow

. Paragraf 6
Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna Serta
Sarana dan Prasarana Perdesaan

Pasal 124
(1) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna serta Sarana dan
Prasarana Perdesaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas
melaksanakan Penetapan kebijakan daerah, fasilitasi konservasi dan rehabilitasi
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lingkungan, fasilitasi pemamfaatan lahan dan pesisir pedesaan, fasiitasi pemetaan
kebutuhan dan pengkajian teknologi tepat guna dan pemasyarakatan dan kerjasama
teknologi pedesaan.

(2] Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan
Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna serta Sarana dan Prasarana Perdesaan
mempunyai fungsi :

Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam
dan teknologl tepat guna;

Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan;
Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan dan pemamfaatan lahan pesisir
pedesaan;

Pengkoordinasian dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana perdesaan;
Pengkoordinasian dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna; dan
Pengkoordinasian dan fasilitasi pemasyarakatan dan kerjasama teknologl perdesaan.

Paragraf 6.1
Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologl Tepat Guna

Pasal 125

(1) Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dan
pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam perdesaan dan pendayagunaan
teknologi tepat guna perdesaan serta pengembagan kawasan perdesaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi :

a
b.
c.

d.

g
h

Pengkoordinasian dan fasilitast kebutuhan teknologi tepat guna perdesaan;
Pemantauan dan supervise pemamfaatan teknilogl tepat guna;

Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan rehabilitasi dan konservasi sumber daya
alam pedesaan;

Pembinaan dan bimbingan pemamfaatan lahan dan pesisir pedesaan;
Pengkoordinaslan dan fasilitasi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi tepat
guna;

Penvyelenggaraan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi tepat guna; dan

. Pelakanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 6.2
Sub Bidang Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Perdesaan

Pasal 126

(1) Sub Bidang Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Perdesaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dan pembinaan
pengelolaan prasarana dan sarana perdesaan yang meliputi pembinaan, Pengawasan
dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana perdesaan serta pemeliharaan air
bersih dan penyehatan lingkungan perdesaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Fasilitasi,
Sarana dan Prasarana Perdesaan mempunyai fungsi :

a.
b.

.

d.

Pengkoordinasian dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana perdesaan;
Penyediaan Fasilitasi penyelenggarsan pemeliharaan air bersih dan penyehatan
lingkungan;

Pembinaan, Pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana
perdesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan; dan
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
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Paragrat 7
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 127

(1} Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Badan
secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

(2] Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan
tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan
fungsional dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang teknisnya,

(4) Dalam jenjang fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

(5) Kelompok Jabatan fungsicanal diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

BAB IX
MANTOR KETAHANAN PANGAN

Bagian pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 128
Eantor Ketahanan Pangan mempunyal tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas
penyiapan bahan koordinasi dan perumusan, pengadaan, pengelolaan dan distribusi pangan
serta penganekaragaman konsumsi dan kewaspadaan pangan berdasarkan kewenangannya
sesual dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 129
Untuk Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 128 Peraturan Bupati ini
Kantor Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
Penyiapan bahan koordinasi dan ketersediaan Pangan;
Perumusan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah;
Pelaksanaan dan penyusunan kebijakan distribusi dan harga Pangan;
Pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan dalam hal kewaspadaan pangan dan glsi;
Pelaksanaan pengkajian, perumusan kebijakan penganekaragaman
konsumnsi/dipersivikasi pangan;
Perumusan kebijakan dalam rangka ketersediaan, permodalan dan cadangan pangan.
Pengembangan program aksi Desa Mandiri Pangan;
Kelembagaan Pangan;
Penyiapan Informasl Harga Pangan;
Pembinaan dan Pengembangan LUEP;
Pengumpulan dan Analisa Data Neraca Bahan Makanan [ MBM );
Penganalisasi Konsumsi Pangan dengan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH); dan
. Penyusunan Strategi Ketahanan Pangan.

T an o

ET"F‘._‘.-'?F.-"

Baglan Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 130
{1} Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari :
a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
€. Seksi Ketersediaan dan Kelembagaan Pangan;
d. Seksi Distribusi dan Harga Pangan;
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e. Seksl Kewaspadaan Pangan, Gizi dan Penganekaragaman Konsumsi:
e f. Kelompok Jabatan Fungsional,
(2) Bagan Struktur Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pinrang sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Vil Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Peraturan Bupati ini,

Bagian Ketiga
Uralan Tugas

Paragraf 1
Kepala Kantor
Pasal 131
Kepala Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan Kantor sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal
128 dan 129 Peraturan Bupatl ini,

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 132
= " (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas
melaksanakan urusan perencanaan, rumah tangga, perlengkapan, tata laksana,
" kepegawalan dan Bagian Umum.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha
mempunyai fungsi : .
Pelaksanaan urusan perencanaan pengalokasian APBD;
Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan tata laksana:
Pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
Pelaksanaan urusan keuangan.

an s

Paragraf 3
Seks| Ketersediaan dan Kelembagaan Pangan

Pasal 133
(1) Seksi Ketersediaan dan Kelembagaan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
mempunyai tugas melakukan pengkajian ketersedizan dan kecukupan pangan,
koordinasi pengembangan kelembagaan pangan dan koordinasi pengembangan dan
pelayanan sistem informasi manajemen pangan,
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketersediaan
dan Kelembagaan Pangan mempunyai fungsi ;
a. Pengidentifikasian potensi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman
konsumsi Pangan;
b. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku;
c. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya
ketersediaan;
d. Pengidentifikasian cadangan pangan masyarakat;
. Pengembangan dan peraturan cadangan pangan pokok tertentu;
f.  Pemantauan dan monitoring cadangan pangan masyarakat;
8. Pengidentifikasian pangan pokok masayarakat;
h. Pengumpulan dan analisa Informasi ketahanan pangan kabupaten;
i Pengidentifikasian LSM dan tokoh masyarakat: dan
| Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat kabupaten.
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v ' Paragraf 4
. Seksi Distribusl dan Harga Pangan

Pasal 134

(1) Seksi Distribusl dan Harga Pangan dipimpin cleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai
tugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, mengatur, memantau distribusi
pangan, harga pangan serta kelembagaan dan pola distribusi.

(2) Untuk melaksankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayvat (1), Seksi Distribusi dan
Harga Pangan mempunyai fungsi :

a. Pengidentifikasian infrastruktur distribusi pangan kabupaten;

b. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan kabupaten:

c. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses
Pangan;

d. Pemberian Informasi harga kabupaten;

e. Pengembangan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat kabupaten;
dan

f. Pengembangan “Trust Fued” di Kabupaten.

Paragraf 5
= Seksi Kewaspadaan Pangan, Gizi dan Penganekaragaman Konsumsl

- Pasal 135

{1] Seksi Kewaspadaan Pangan, Gizi dan Penganekaragaman Konsumsi dipimpin oleh
seorang Kepala Seksl yang mempunyal tugas menyusun kebljakan, mengkoordinasikan
pembinaan masyarakat dan upaya pencegahan dan penanggulangan gejala kekurangan
gizl, keamanan pangan dan penganékaragaman komsumsi serta peningkatan kebutuhan
pangan dan gizi.

{2) Untuk melaksankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kewaspadaan
Pangan, Gizl dan Penganekaragaman Konsumsi mempunyai fungsi:

a. Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan;

b. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat
kabupaten;

c. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunmya
mutu, gizi dan keamanan pangan;

d. Mengldentifikasikan kelompok rawan pangan;

e. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat;

Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masayarakazt

kabupaten;

Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat;

Analisis mutu dan gizi konsumsi pangan;

Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrik skala kecil / rumah

tangga;

Penerapan Standar BMR wilayah kabupaten;

k. Pelatihan Inspektur, Fasilitas, PPNS keamanan pangan wilayah kabupaten;
. Penghimpunan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan

- kabupaten; dan

m. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten.

=

=Fm
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v Paragraf &
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 136
Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan teknis sesuai Bidang Keahlian masing-masing.
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_ : BAB X
¥ SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Baglan Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 137
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat spesifikasi dibidang Satuan
Polisi Pamong Praja yang menjadi tanggung jawabannya berdasarkan kewenangannya
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 138
Untuk Penyelenggaraan tugas tersebut pada Pasal 137 Peraturan Bupati ini, Satuan Polisi
Pamong Praja mempunyai Fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Satuan Polisi Pamong Praja;
b. Pemberian Dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Satuan Polisi
Pamong Praja;
¢. Pemberian dan pelaksanaan tugas dibidang Ketentraman dan Ketertiban sesuai dengan
- lingkup tugasnya;
f, d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian,
’ perlengkapan dan peralatan;
. €. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Baglan Kedua
Susunan dan Struktur Organisasl

Pasal 139
(1) Susunan dan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
a. Kepafa Satuan;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Urnum
d. Seksi Pengembangan dan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja;
e. Seksi Penyidik Pegawail Megeri Sipll; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Vill dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati
ini.

Bagian Ketiga
Uralan Tugas

Paragraf 1
Kepala Satuan

Pasal 140
(1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan,
mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sesuai
- dengan Peratuan Perundang-undangan yang berlaku sebagal Pedoman Kerja.
{2) Untuk melaksanakan tugas sebagalamana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Polisi
e Pamong Praja mempunyal fungsi :
v a. Penyusunan perumusan kebijaksanaan dibidang ketentraman dan penertiban
umum;
b. Penyusunan rencana pelaksanaan penyeledikan dan penertiban pelanggaraan
Peraturan Daerah;
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d.

e,

Penyusunan rencana pelaksanaan umum dan penegakan Peraturan Daerah;
Pembinaan terhadap kelompok Jabatan Fungsional; dan
Pembinaan pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 141

(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksl yang
mempunyal tugas menyusun perencanaan/program, prosedur dan melaksanakan
penyusunan pedoman teknis kegiatan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum
serta pencegahan, penanggulangan tumbuhnya penyakit masyarakat dan kerawanan
soslal, terutama pada penegakan Peraturan Daerah.

{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman
dan Ketertiban Umum mempunyal fungs:

b.

C.

Penyusunan rencana kegliatan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum
serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
Pelaksanaan kegiatan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta
penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
Penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta
penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Seksl Pengembangan dan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 142

(1) Seksi Pengembangan dan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin cleh seorang
Kepala Seksl yang mempunyal tugas menyusun program prosedur dan melaksanakan
penyusunan pedoman teknis kegiatan pengembangan dan kapasitas Satuan Polisi
Pamong Praja meliputi rencana kebutuhan personil, pendidikan/pelatihan dan
penyuluhan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan
dan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

)

b.

Penyusunan Rencana Satuan Polisi Pamong Praja, Pendidikan Pelatihan Satuan Polisi
Pamong Praja;

Pengkoordinasian dengan Pihak terkait untuk Pengembangan dan Kapasitas Satuan
Polisi Pamong Praja;

Penganalisaan perkembangan dan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja;

Penylapan pedoman kerja kantor dalam rangka pengembangan dan kapasitas
Satuan Polisi Pamong Praja;

Pemberian unsur Pembinaan dan Pengembangan Satuan Paolisi Pamong Praja
Pemantauan perkembangan dan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja;

Penyusunan Perumusan kebijaksanaan teknis pengembangan dan Kapasitas Polisi
Pamong Praja;

Pemberian Saran Pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengembangan dan
Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja;

Penyiapan bahan Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan fisik
dan Mental anggotal;

Penyiapan bahan bimbingan dan Pengendalian teknis Penyuluhan Peraturan Daerah,
Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

Penyiapan bimbingan dan Pengendalian teknis penyelenggara pendidikan/pelatihan
anggota personil Satuan Polisi Pamang Praja; dan

Pengelolaan Administrasi unsur tertentu.
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. Paragraf4
Seksl Penyidik Pegawal Negeri Sipil (PPNS)

Pasal 143
(1) Seksi Penyidik Pegawal Negeri Sipil dipimpin cleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai

tugas pokok menyusun rencana dan persiapan tenaga teknis penyidikan dengan

berkoordinasi dengan seksi serta melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap

pelanggaran terhadap terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga, merupakan

pélanggaran Persturan Dagrah, Peraturan Bupati dan Ksputusan Bupatl

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi

PPNS mempunyai fungsi :

a. Penyusunan perencanaan penylapan tenaga teknis penyidikan;

b. Perencanaan bentuk dan model tanda pengenal;

¢. Pengkoordinasian terhadap pihak terkait tentang rencana mengadakan penyidikan
terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;

d. Penyusunan Mekanisme Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah

e. Penyusunan prosedur pedoman, penyidik atau penyelidikan pelanggaran peraturan
daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati;

f. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pemerikasaan dan pangusutan
terhadap setiap pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati;

g Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis terhadap pemeriksaan dan
pengusutan setiap pelanggaran Peraturan Daerah;

h. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program penyidikan dan penindakan
pelanggaran Peraturan Daerah, peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

i. Pelaksanaan adminstrasi urusan tertentu.

Paragraf 5
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 144
Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Satuan
Polisi Pamong Praja sesual dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 145

(1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 144, terdiri dari
sejumiah tenaga dalam Jenjang fungsional yang terbagl dalam kelompok sesual dengan
bidang keahliannya. _

{2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sesuai
yang ditunjuk oleh Bupati.

(3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan
beban kerja.

(4) Jenis kegiatan jabatan fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan
kebutuhan kerja.

BAB XI
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Baglan Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 146
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok
melaksanakan kewenangannya sesuai azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang

56



L

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 147

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 146, Kantor Kesatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyal fungsi :

a.

h’q

Penyiapan Perumusan kebijakan dibidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan,
penanganan konflik, Fasilitas organisasi politik dan masyarakat, lembaga perwakilan dan
partisipasi politik dan pengembangan;

Pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan politik, Fasilitasl organisasi dan
kemasyarakatan, lembaga perwakilan dan partisipasi politik dan pengembangan budaya
politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
pengawasan partal politik.

Perumusan standar, norma, pedoman, administrasl dan prosedur dibidang
pengembangan niali-nilal kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi organisasi politik
dan kemasyarakatan, lembaga perwakilan dan partisipasi politik dan pengembangan
budaya politik;

Ferumusan pelaksanaan koordinasi deteksi atas terpeliharanya ketentraman dan
ketertiban masyarakat;

Perumusan penyelenggaraan koordinasi deteksi dini terhadap kemungkinan timbulnya
ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan atas keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Perumusan dan penguatan jaringan intelijen daerah;

Pemberian perizinan dn pelaksanaan pelayanan umum;

Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi: dan

Pelaksanaan Administrasi Kantor,

Baglan Kedua
Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 148

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri
dari :

a

b.
L
d
e

Kepala Kantor;
Sub Bagian Tata Usaha;
Seksi Kesatuan Bangsa;

. Seksi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan;
. Seksi Perlindungan Masyarakat.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas

Paragraf 1
Kepala Kantor

Pasal 149

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas
memimpin, mengkoordinasikan dan mengandalikan kantor dalam melaksanakan tugas dan
fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 146 dan 147 serta memimpin dan
mengkoordinasikan seluruh kegiatan staf pelaksana Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perindungan Masyarakat.
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Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 150
(1) Sub Baglan Tata Usaha dipimpin cleh Kepala Sub Baglan yang mempunyai tugas
melaksanakan urusan surat-menyurat, pendistribusian, perlengkapan kantor,
kepegawaian, keuvangan dan urusan umum,
{2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subag Tata Usaha
mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga dan
pemeliharaan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan perfindungan masyarakat;
b. Pelaksanaan pengelalaan administrasi kepegawaian;
c. Pelaksanaan pengelclaan administrasi keuangan;
d. Pengumpulan hasil penyusunan rencana, program kerja dan pelaporan serta
pembinaan organisasi dan tata laksana.

Paragraf 3
Sels] Kesatuan Bangsa

Pasal 151
{1} Seksi Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyal tugas
melaksanakan tugas Kantor Kesatuan Bangsa, Polittk dan Perdindungan Masyrakat
dibidang nilai-nilai kebangsaan dan dibidang penanganan konflik.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesatuan
Bangsa mempunyai fungsi :

a. Penyiapan perumusan dan penyusunan program kerja pengemhangan wWawasan
kebangsaan;

b. Penyiapan perumusan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan ideologi Negara,
kewaspadaan nasional bela Negara serta nilai-nilai sejarah kebangsaan dan
penghargaan skala kabupaten;

¢. Penyiapan perumusan pembauran kebangsaan;

d. Penyusunan program kerja dibidang ideclogi, agama dan kepercayaan, ekonomi,
pertahanan keamanan [ HANKAM ) dan Sosial budaya;

&. Penyusunan program kerja dibidang penanganan konflik;

f: Penylapan perumusan kebijakan dan pelasksanaan fasilitas pelaksanaan
penanganan politik;

g Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan koordinasi
pengernbangan kapasitas intelijen daerah dan kewaspadaan dini masyarakat
daerah, kecamatan, desa/kelurahan;

h. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitas pelaksanaan perdamaian kembali
{rekonsiliasi); dan

I. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Paragraf &4
Seksi Organisasl Politlk dan Kemasyarakatan

Pasal 152
- {1} Seksi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
mempunyai tugas melaksanakan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

o Masyarakat dibidang organisasi politik dan kemasyarakatan.

u (2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Organisasi

Politik dan Kemasyarakatan mempunyal fungsi :
a. Penyusunan program kerja bidang organisasi politik dan kemasyarakatan serta

pendidikan politik;
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b. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan Pengawasan serta pengembangan partisipasi
partai politik;

€. Pefumiusan kebijakan pelaksanasn pemberdayaan organisasl keagamaam dan LSM;:

d. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi lembaga perwakilan;

e. Penylapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan komunikasi dan
sosialisal politik;

f. Pengawasan terhadap terhadap Partai politik, Ormas, LSM dan Orang Asing;

B Pelaksanaan kerjasama dengan KPU kabupaten dalam memfasilitasi Pemily,
pilpres dan Pilkada;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor,

Paragraf 5
Seksi Perlindungan Masyarakat

Pasal 153
{1} Seksi Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunya
tugas melakukan koordinasi kegiatan monitoring  penanggulangan  bencana,
kesiapsiagaan masyarakat, melaksanakan bantuan korban bencana, melaksanakan
bimbingan, penyuluhan, dokumentasi, kegiatan perlindungan masyarakat,
(2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan
Masyarakat mempunyai fungsi ;
a. Pelaksanaan mitigasi pencegahan Bencana;
b. Pelaksanaan koordinasi dan monitoring kegiatan penanggulangan bencana,
kesiagaan masyarakat, pemantauan dan penanggulangan;
¢. Pelaksanaan pembinaan dan bantuan korban bencana, rehabilitasi, relokasi dan
rekonstruksi serta kesiagaan masyarakat: .
d. Pelaksanaan bimbingan penyuluhan dan dokumentasi serta komunikasi kegiatan
perlindungan masyarakat: dan '
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

- BABXI
INSPEKTORAT KABUPATEN

Bagian Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 154
Inspektorat Kabupaten Pinrang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap
pelaksansan urusan pemerintahan di Kabupaten Pinrang, pelsksanaan Pembinaan atas
Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa.

Pazal 155
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 154 Peraturan Daerah ini,
Inspektorat Kabupaten menyelenggaraan fungsi :
a. Perumusan kebijakan di bidang Pengawasgsn:
b. Perumusan kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan: dan
c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas Pengawasan,

Baglan Kedua
Susunan dan Struktur organisasi
Pasal 156
(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
a. Inspektur;
b. Sekretariat :
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1) Sub Bagian Perencanaan;
2} Sub Bagian Keuangan;
3) sSub Bagian Umum.
€. Inspektorat Pembantu Wilayah |
1. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pembangunan;
2. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pemerintahan:
3. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan;
d. Inspektur Pembantu Wilayah Ii
1. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pembangunan;
2) Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pemerintahan;
3) seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan;
e. Inspektur Pembantu Wilayah I
1. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pembangunan;
2. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pemerintahan;
3. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan;
f. Inspektur Pembantu Wilayah v
1. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pembangunan;
1. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pemerintahan;
3. Seksl Pengawas Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan:
g Kelompok Jabatan Fungsional.
h. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor,
{2) Bagan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Uralan Tugas

Paragraf 1
Inspektur

Pasal 157
Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintshan di Daersh Kabupaten Pinrang dan pelaksanaan pembinaan atas
penyelenggaraan Pemerintah Desa pelaksanan Urusan Pemerintahan Desa.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 158
(1) Sekretariat Inspektorat Kabupaten Pinrang dipimpin oleh seorang Sekretarls yang
mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan
pelayanan administratif fungsional kepada unsur di lingkungan Inspektorat Kabupaten
Pinrang.
(2} Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat
inpektorat mempunyai fungsi :
a. Penylapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja
pengawasan;
b. Penghimpunan, pengelolaan, penelitian dan penyimpanan laporan hasil
pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
€. Penyusunan Bahan data dalam rangka pembinaan teknls fungsional !
d. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka
penatausahaan proses penanganan Pengaduan; dan
e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.



Paragraf 2.1
Sub Bagian Perencanaan

Pasal 159

(1) Sub Bagian Perencanaan dipimpin cleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai

tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja
pengawasan, mengimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan,
dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Sub Bagian

Perencanaan mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
b. Penyusunan anggaran Inspektorat;

c. Penylapan laporan dan statistik inspektorat;

d. Penylapan peraturan perundang-undangan; dan

e. Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

Paragraf 2.2
Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 160

(1} Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang

L)

mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai
dan menyimpan hasil pengawasan rapat aparat pengawasan fungsional dan melakukan
administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan:

(2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Evaluasi
# dan Pelaporan mempunyai fungsi :
a. Penginventarisaslan hasil laporan pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan;
b. Pengadministrasian hasil pengawasan;
c. Pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan:
d. Penyusunan statistik hasil pengawasan; dan
e. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan.
Paragraf 2.3
S5ub Bagian Umum
Pasal 161
(1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas
melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penetausahaan, surat menyurat dan urusan
rumah tangga.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum
mempunyal fungsi :
a. Pengelolaan urusan tata usaha, surat menyurat dan kearsipan;
b. Pengelolaan administrasi, inventarisas, pengkajian dan analisis laporan;
c. Pengelolaan urusan kepegawalan;
d. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
e. Pengelolaan urusan keuangan.
s Paragraf 3
Inspektur Pembantu
Pasal 162
# (1) Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap

pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.

(2) Untuk meaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inspektur Pembantu

mempunyai fungsi :
a. Pengusulan program pengawasan di wilayah;
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Lt

b.
€.
a

Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan
Pemeriksaan, pengusutan, pengufian dan penilaian tugas pengawasan.

Pasal 163

Inspektur Pemnbantu terdiri dari :
3. Inspetur Pembantu Wilayah |, melakukan pembinaan dan pengawasan pada :

FEmrooapoe

N

J-

Sekretariat Daerah;

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
Dinas Kesehatan;

Rumah Sakit Umum Lasinrang:

Dinas Pekerjaan Umum;

Satuan Polisi Pamong Praja;

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
Kecamatan Suppa;

Kecamatan Mattiro Bulu; dan

Kecamatan Lanrisang.

b. Inspektur Pembantu Wilayah I, melakukan pembinaan dan pengawasan pada :

. Ins

Sekretariat DPRD;

Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi;

Badan Lingkungan Hidup;

Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil;

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata;

Dinas Koperasi dan UKM;

Kecamatan Tiroang:

Kecamatan Paleteang; dan

Kecamatan Watang Sawitto.

pektur Pembantu Wilayah Ill, melakukan pembinaan dan pengawasan pada :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal;
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
Inpektorat Kabupaten Pinrang;

Badan Kepegawaian Daerah;

Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
Kecamatan Cempa;

Kecamatan Mattiro Sompe; dan

Kecamatan Patampanua.

d. Inspektur Pembantu Wilayah IV, melakukan pembinaan dan pengawasan pada :

pEp

=

Elt b B -1

Dinas Pertanian dan Peternakan;

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran;

Kantor Ketahanan Pangan;

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Mineral;

Dinas Kelautan dan Perikanan;

Dinas Tenaga Kerfa dan Transmigrasi;

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanlan, Perikanan dan Kehutanan;
Kecamatan Lembang;

Kecamatan Batulappa; dan

Kecamatan Duampanua.



BAB X

o RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
s Bagian Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 164

Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Pinrang mempunyal tugas melaksanaan penyusunan
dan melaksanakan kebifakan penyelenggaraan pemarintahan daerah yang bersifat spesifik
di bidang pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawab berdasarkan kewenangannya
sesual dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Susunan dan Struktur Organisas|

Pasal 165
{1} Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang adalah milik Pemerintah Daerah
Kabupaten yang diklasifikasikan menjadi Rumah Sakit Kelas “C" yang mempunyai
kemampuan pelayanan medis spesialistik dasar dan pelayanan spesialistik luas.
(2) Susunan dan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pinrang terdiri dari :
- a. Direktur:
b. Sekretariat:
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:
- 2) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
3] Sub Bagian Keuangan;
. €. Bldang Perencanaan dan SDM:;
1) Sub Bidang Program dan Informasi;
2} Sub Bidang Pengembangan 5DM dan Remunerasi
d. Bidang Pelayanan;
1) Sub Bidang Pelayanan Medis;
2) Sub Bidang Penunjang Medis dan Non Medis;
e. Bidang Keperawatan;
1) Sub Bidang Bimbingan Asuhan Keperawatan;
2} Sub Bidang Logistik dan SDM Keperawatan;
f. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :
1) Instalasi;
2) Komite:
3) staf Medis Fungsional;
4) Satuan Pengawas Intern.

Bagian Ketiga
Uralan Tugas

Paragraf 1
Direktur Rumah Sakit Umum

Pasal 166
(1) Direktur Rumah Sakit Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan paripurna dan
= pendidikan serta pelatihan berdasarkan kemampuan pelayanan kesshatan dan
kapasitas sumber daya organisasi, melaksanakan penelitian, pengembangan serta
° penapisan teknologi bidang kesehatan,.
. (2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Rumah Sakit
Umum mempunyai fungsi :
a. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan paripuma
tingkat sekunder dan tersier;



b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka
meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan
kesehatan;

¢. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang
kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan; dan

d. pelaksanaan administrasi Rumah Sakit.

it

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 167
(1) Sekretariat Rumah Sakit Umum dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas
mengelola ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, pemasaran, humas dan
informasi, kepegawaian, hukum, penyusunan anggaran dan mobllisasi dana, verifikasi
dan akuntansi perbendaharaan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai
fungsi !
a. Pelaksanaan ketatausahaan;
b. Pelaksanaan kerumahtanggaan, perlengkapan, transportasi, keamanan dan
- ketertiban;
c. Pengelolaan humas dan informasi:
d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan administrasi dan menindaklanjuti tindakan hukum; dan
f. Pelaksanaan penyusunan anggaran, mobilisasi dana, verifikasl dan akuntansi serta
perbendaharaan.

Paragraf 2.1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 168
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
mempunyai tugas mengelola kearsipan, surat menyurat, perpustakaan dan humas,
melaksanakan administrasi, laporan dan mutasi kepegawaian, analisa kebutuhan
kepegawalan serta menjabarkan perintah atasan sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud pada ayat {1), Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan surat menyurat yang meliputi pengetikan,
penggandaan, penerimaan dan pengarsiparn;

b. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas;

c. Pelaksanaan pembuatan rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, perbekalan
serta melakukan inventarisasi, pembelian, pendistribusian dan pemeliharaan
barang-barang kantor;

d. Pengadaan dan pengiriman hasil program kerja dan laporan keglatan masing-masing
bidang;

e. Pembinaan kegiatan tata usaha dari masing-masing bidang; dan

= f. Penyusunan rencana tata usaha dari masing-masing bidang.

Paragraf 2.2
- Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
Pasal 159
(1) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang mempunyal tugas melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, menginventarisir
barang-barang kantor, pengelolaan transportasi dan keamanan.

? .



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian

Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai fungsi :

4. Palaksanaan rencana kebutuhan, pembelian, pendistribusian,
perlengkapan/peralatan alat tulis;

b. Penginventarisasian, pemeliharaan/perbaikan barang inventaris dan gudang kantor;

¢. Penyediaan bahan-bahan sarana perlengkapan dan kebutuhan kantor;

d. Pelaksanaan bimbingan pengelolaan pemeliharaan barang Inventaris gudang dan
kantor; dan

e. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Sub
Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Paragraf 2.3
Sub Bagian Keuangan

Pasal 170
(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penyusunan anggaran, mobilisasi dana,
verifikasi, akuntansi dan pengelolaan perbendaharaan,
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan
mempunyal fungsi :
a. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
Pelaksanaan evaluasi anggaran dan penggunaan anggaran;
Pelaksanaan verifikasi penggunaan anggaran keuangan;
Pemberian usaha untuk perbalkan anggaran dan pengelolaan keuangan; dan
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan.

L L

Paragraf 3
Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Manusia

Fasal 171
(1) Bidang Perencanaan dan SOM dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai
tugas mengelola perumusan program, informasl RS, pengembangan SDM dan
Remunerasi.
{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan
dan SDM mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian
kegiatan perumusan program;
b. Pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian
kegiatan informasi RS;
¢ Pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian
kegiatan pengembangan SDM; dan
d. Pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian
kegiatan Remunerasi.

Paragrars.1
Sub Bidang Program dan Informasi

Pasal 172
(1) Sub Bidang Program dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
mempunyal tugas melaksanakan perumusan program, kegiatan RS dan mengevaluasi
pelaksanaan keglatan RS dan Informasi medis, pemasaran serta melaksanakan
pelaporan kinerja,
{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Program
dan Informasi mempunyai fungsi :
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a. Perumusan rencana program kegiatan Sub Bidang;
™ b. Pelaksanaan monitoring, pengevaluasian dan pengawasan pelaksanaan program
kegiatan RS:
Penyediaan data dan informasi serta pengelolaan manajemen RS;
Pelaksanaan kegiatan pendistribusian dan pemasaran RS; dan
e. Pengukuran dan pelaporan kinerja hasil kegiatan.

i

an

Paragraf 3.2
Sub Bidang Pengembangan SOM dan Remunerasl

Pasal 173
(1) sub Bidang Pengembangan 5DM dan Remunerasl dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bidang yang mempunyal tugas menyusun rencana program pengembangan,
pengevaluasian 5DM RS dan melaksanakan sistem Remunerasi RS serta pengukuran
kinerja kegiatan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang
Pengembangan SDM dan Remunerasi mempurnyal fungs! !
8. Perumusan rencana program kegiatan Sub Bidang
b. Pelaksanaan monitoring, pengevaluasian dan pengawasan pelaksanaan program
- kegiatan Sub Bidang Pengembangan SDM dan Remunerasi;
c. Penyediaan data dan informasi serta pengelolaan manajemen Sub Bidang
Pengembangan SOM dan Remunerasi;
= d. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan sistem Remunerasi RS; dan
e. Pengukuran dan pelaporan kinerja hasil kegiatan.

Paragraf 4
Bidang Pelayanan
Pasal 174
(1) Bidang Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas
melaksanakan, mengatur, mengendalican dan mengkoordinasikan = pelaksanaan
pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dan non medis.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan
mempunyal fungsl :
a. Pelaksanaan perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian
kebutuhan dan mutu pelayanan medis;
b. Pelaksanaan perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian
kebutuhan pelayanan penunjang medis; dan
c. Pelaksanaan perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian
kebutuhan pelayanan penunjang non medis.

Paragrafd4.1
Sub Bidang Pelayanan Medis

Pasal 175

(1} Sub Bidang Pelayanan Medis dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai
. tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan keglatan-keglatan di bidang
N pelayanan medis, mengendzllkan dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan pelayanan
medis serta fasilitas perawatan rawat jalan dan rawat inap.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pelayanan
. Medis mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan perencanaan, pengkoordinasian dan penyusunan program kebutuhan
pelayanan medis;
b. Pelaksanaan perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian kinerja
Sub Bidang Pelayanan Medis; dan



c. Penyelenggaraan fasilitas perawatan rawat jalan dan rawat inap,

Paragraf 4.2
Sub Bidang Penunjang Medis dan Non Medis

Pasal 176
(1) Sub Bidang Penunjang Medis dan Non Medis dipimpin oleh secrang Kepala Sub Bidang
yang mempunyal tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pengkoordinasian
pelayanan penunjang medis dan non medis serta melakukan pemantauan dan
pengawasan penggunaan fasilitas medis dan penunjang medis.
{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penunjang
Medis dan Non Medis mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan perumusan, perencanaan program kebutuhan pelayanan penunjang
medis dan non medis;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non medis:
c. Pemantauan, pengevaluasian dan pengawasan pelaksanaan pelayanan penunjang
medis dan non medis: dan
d. Pengukuran dan pelaporan kinerja kegiatan Sub Bidang.

Paragraf 5
Bidang Keperawatan

Pasal 177
(1) Bidang Keperawatan dipimpin oleh secrang Kepala Bidang yang mempunyai tugas
melaksanakan, mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan
pelayanan keperawatan, logistik keperawatan dan SDM Keperawatan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keperawatan
mernpunyal fungsi
a. Pelaksanaan perencanaan, pergerakan dan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian
dan penilaian kegiatan asuhan keperawatan;
b. Pelaksanaan perencanaan, pergerakan dan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian -
dan penilaian kegiatan logistik keperawatan;
c. Pelaksanaan perencanaan, pergerakan dan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian
dan penilaian keglatan SDM Keperawatan.

Paragrat 5.1
Sub Bidang Bimbingan Asuhan Keperawatan

Pa3al 178
(1) Sub Bidang Bimbingan Asuhan Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
yang mempunyal tugas melaksanakan penyelenggaraan perencanaan, pergerakan,
pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian keglatan asuhan keperawatan,
{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Bimbingan
Asuhan Keperawatan mempunyal fungsi :
a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan Sub Bidang Bimbingan Asuhan
Keperawatan;
b. Pelaksanasan kegiatan bimbingan asuhan keperawatan:
¢. Pengkoordinasian, pengevaluasian dan pengawasan kegiatan bimbingan asuhan
keperawatan; dan
d. Pelaporan dan penilalan hasil kinerja Sub Bidang.
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(1)

(2)

Paragraf 5.2
Sub Bidang Logistik dan SDM Keperawatan

Pasal 179
Sub Bidang Logistik dan SDM Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala 5ub Bidang
yang mempunyal tugas melaksanakan perencanaan, pergerakan dan pelaksanaan serta
pengawasan, pengendalian dan penilaian kegiatan logistik dan SOM Keperawatan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Logistik
dan SDM Keperawatan mempunyal fungsl
a. Pelaksanaan perumusan perencanaan program kegiatan logistik dan 50M
Keperawatan;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan logistik dan SDM Keperawatan;
c. Pengkoordinasian, pengevaluasian dan pengendalian keglatan logistik dan SOM
Keperawatan; dan
d. Pelaporan dan penilaian hasil kinerja kegiatan logistik dan SDM Keperawatan.

BAB XIV

KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Bagian Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 180

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat spesifik di
bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi daerah yang menjadi tanggunglawabnya
berdasarkan kewenangannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 181

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1B1 Peraturan Bupati ini,
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai fungsi :

a.
k.

(1)

)

Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan arsip daerah;

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di  bidang
perpustakaan dan arsip daerah;

Pemberian dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan arsip daerah sesuai
dengan lingkup tugasnya;

Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawalan,
perlengkapan dan peralatan; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Baglan Kedua
Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 182
Susunan dan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi terdiri
dari
a. Kepala Kantor;
b. 5Sub Bagian Tata Usaha;
€. Seksi Pelayanan Pustaka;
d. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Bahan Pustaka;
e. Seksi Pengelolaan Arsip;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana
tercantumn dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Bupati inl.



Bagian Ketiga
Uralan Tugas

Paragraf 1
Kepala Kantor

Pasal 183
{1) Kepala Kantor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan,
penyiapan koordinasi, pembinaan, pemberian bimbingan, penilaian, pengembangan dan
pengendalian tugas-tugas kantor dan mengatur kerjasama antar perpustakaan sesuai
dengan ketentuan, prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
{2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor
mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pelayanan,
pengembangan dan pengelolaan perpustakaan, arsip dan dokumentasi;

b. Penylapan bahan penyusunan rencana dan program pembinaan perpustakaan dan
kearsipan dalam rangka penyempurnaan sistem, sarana dan prasarana,
pendayagunaan S5DM, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan serta
pelestarian bahan perpustakaan, arsip dan dokumentasi:

C. Penyusunan rencana dan program di bidang pelayanan informasi perpustakaan,
arsip dan dokumentasi;

d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pembinaan,
pengembangan, pengelolaan dan pelestarian perpustakaan dan arsip di Kabupaten
Pinrang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

e. Penilaian kinerja sumber daya perpustakaan, arsip dan dokumentasi;

Bimbingan dan pengendalian pembinaan perpustakaan, arslp dan dokumentasi; dan
g. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

—
"

Paragraf 2
Sub Baglan Tata Usaha

Pasal 184
(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin cleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyal tugas
melakukan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di fingkungan Kantor
Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha
mempunyal fungsl :
a. Pengelolaan ketatausahaan;
b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
c. Pelaksanaan urusan keuangan;
d. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
e. Pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga;
f. Pengkoordinasian perumusan program kerja; dan
g. Pelaksanaan urusan tugas operasional teknis, administratif di lapangan sesuai
petunjuk pimpinan.

Paragraf 3
Seksi Pelayanan Pustaka

Pasal 185
(1) Seksi Pelayanan Pustaka dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas
melakukan pengelolaan pelayanan perpustakaan, penyusunan petunjuk teknis dan
pembinaan penyelenggaraan administrasi dan pengembangan pelayanan perpustakaan,
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan
Pustaka mempunyai fungsi :



a. Penelaahan dan analisis data dalam rangka penyusunan rencana, program dan
perumusan kebijaksanaan pemberian pelayanan jasa dan informasi;

b. Pembinaan dan analisis data dalam rangka penyusunan rencana dan program dan
perumusan kebijaksanaan pemberian pelayanan keanggotaan, peminjaman dan
pengembalian koleksi perpustakaan;

c. Pembinaan penyelenggaraan administrasi dan penataan koleksi perpustakaan;

d. Penyelenggaraan pelayanan otomasi dan pengembangan jaringan informasi
perpustakaan;

e. Pengembangan akses dan bimbingan teknis pelayanan perpustakaan; dan

Pelaksanaan urusan tugas operasional teknis, administratif di lapangan sesuai

=

petunjuk pimpinan.
Paragraf 4
Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Bahan Pustaka
Pasal 186

(1} Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Bahan Pustaka dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, pemeliharaan,
pelestarian, penataan dan pengembangan bahan pustaka dan penyusunan database dan
petunjukteknis serta pembinaan penyelenggaraan administrasi dan pengelolaan bahan
pustaka.

{2} Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan
dan Pengelolaan Bahan Pustaka mempunyai fungsi :

a. Penelaahan dan analisis data dalam rangka penyusunan rencana program dan
perumusan kebijaksanaan pengumpulan, pengolahan, pemeliharaan, pelestarian,
penataan dan pengembangan bahan pustaka;

b. Penelaahan dan analisis data dalam rangka penyusunan rencana program dan
perumusan kebijaksanaan pengumpulan, pengolahan serah dan simpan karya cetak
dan rekaman koleksi perpustakaan;

¢. Pengembangan database koleksl perpustakaan dan pembinaan teknis pengelolaan
bahan pustaka;

d. Sosialisasi berbagai informasi dan program pengembangan perpustakaan;

e. Penyelenggaraan survey dan pengembangan minat dan budaya baca masyarakat;

dan
f. Pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di lapangan sesual
patunjuk pimpinan.
Paragraf s
Seksi Pengelolaan Arsip
Pasal 187

(1) Seksi Pengelolaan Arsip dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas
melakukan penilaian arsip dalam rangka akuisisi, penyimpanan dan penataan,
pengolahan dan pelayanan arsip serta Jaringan Informas! Arzip.

(2) Untuk melaksanakan tuga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Arsip
mempunyal fungsi :

a. Penelaahan dan analisis data dalam rangka penyusunan rencana dan program dan
perumusan kebijaksanaan pengumpulan, pengolahan, pemeliharaan, pelestarian,
penataan dan pengembangan pemamfaatan arsip sebagai sumber informasi;

b. Penelahaan dan analisis data dalam rangka penyusunan rencana dan program dan
perumusan kebijaksanaan penyimpanan, penataan dalam rangka pemeliharaan
arsip:

¢. Penelahaan dan analisis data dalam rangka penyusunan rencana dan program dan
perumusan kebijaksanaan pembuatan daftar pertelaa pustaka arsip dan
pemeligaraannya;
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d. Penelahaan dan analisis data dalam rangka penyusunan rencana dan program dan
perumusan kebijaksanaan pengelahan serah dan simpan karya cetak dan rekaman
kearsipan;

e. Pengawasan dan pengendalian keglatan pelestarian dan pemamfaatan arsip statis
sebagal sumber informasi; dan

f. Pelaksanaan urusan tugas operasional teknis, administrasif di lapangan sesual
petunjuk pimpinan.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 188

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyal tugas melaksanakan kegiatan teknis dan
administrasi sesuai bidang keahlian masing-masing.

(2) Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga jenjang jabatan fungsional,
yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior selaku Ketus kelompok yang berada
dibawah dan bertanggungiawab kepada kepala kantor.

(3) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengaturannya
lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pinrang sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 189

{1} Kepala Badan dan Inspektur adalah Jabatan Eselon /b,

(2) Kepala Kantor, Sekretaris pada Badan dan Inspektorat, Inspektur Pembantu serta
DirekTur RUMmah Sakit Umum Daerah Jabatan Esalon /3.

(3) Kepala Bidang pada Badan dan Rumah sakit Umum Daerah adalah Jabatan Eselon lli/b.

(4} Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang pada Badan , Kepala TU, Kepala Seksi pada Kantor
dan Kepala Seksi pada Inspektorat, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Badan adalah
Jabatan Eselon IV/a.

(5] Kepala Sub Bagian Pada Unit Palaksana Teknis adalah Jabatan Eselon iV/b.

. Paszal 190

Pejabat Eselon II/b, Pejabat Eselon lll/a, Pejabat Eselon /b, Pejabat Eselon IV/fa dan
Pejabat Eselon IV/b sebagaimana dimaksud pada Pasal 189 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (S)
Peraturan Bupati ini, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB XV1
TATA KERJA

Pasal 191
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap organisasi wajlb menerapkan prinsip-prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi balk dalam lingkungan masing-masing maupun
antar satuan organisasi sesual dengan bidang tugas masing-masing.
(2) Setiap Pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahan masing-masing dengan memberikan bimbingan serta patunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 192
(1) Sekretariat pada Badan dan Inspektorat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam
pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan inspektur.

!



(2) Bidang pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan
tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

{2) Sub Bidang pada Badan dan Inspektorat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
dalam pelaksanaannya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(4) Sub Bagian pada Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam
pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Kantor,

(5) Seksi pada Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya
bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 193
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Organisasl dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 194
Peraturan Bupatl inl mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
Pada tanggal B ™M=t 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

L.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19571104 198303 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2011 NOMOR '.;-’
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